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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan hambatan 

majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

629/Pdt.G/2012/PN. SBY dalam kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa 

sertifikat tanah ganda. Putusan hakim tersebut dianalisa berkaitan dengan 

kesesuaian terhadap aturan hukum dan akibat hukumnya.  

Latar belakang pada penelitian ini adalah sertifikat hak milik tanah yang 

merupakan bukti kepemilikan yang sah ternyata dapat dimanipulasi oleh pihak-

pihak tertentu untuk diterbitkannya sertifikat tanah ganda. Hal ini kemudian perlu 

dibuktikan kepemilikan yang sah terkait sertifikat tanah yang sebenarnya 

dikarenakan sertifikat merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum kpemilikan 

tanah kepada pemiliknya. 

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 

deskriptif-analitis untuk menganalisis pertimbangan terkait duduk perkara dan 

landasan hukumnya dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan bahan 

hukum primer berupa Penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 

Nomor 629/Pdt.G/2012/PN. SBY yang disesuaikan dengan ketentuan norma dalam 

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku 

hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lain. Pengumpulan data dilakukan melalui 

penelitian kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknis 

analisis berupa analisis silogisme.  

Hambatan yang dapat terjadi dalam memutus perkara sertifikat ganda, 

putusan hakim bertentangan dengan peraturan yang berlaku, lemahnya aturan 

mengenai pendaftaran tanah dan ketidaktahuan masyarakat. Putusan hakim yang 

memerintahkan penerbitan duplikat sertifikat tanpa membatalkan atau menghapus 

sertifikat asli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  terjadi pelanggaran hukum 

berupa penerbitan sertifikat ganda yang melanggar 3DVDO� ��� D\DW� ���� 33� 1RPRU�

���7DKXQ������ -XQFWR�3DVDO� ���UnGDQJ�XQGDQJ�1R����7DKXQ������-XQFWR�3DVDO���

GDQ�3DVDO���33�1RPRU����7DKXQ������\DQJ�PHQJKHQGDNL�DGDQ\D�NHSDVWLDQ�KXNXP�

GDQ�SHUOLQGXQJDQ�KXNXP�EDJL� SHPLOLN�DWDV�ELGDQJ�WDQDK�\DQJ�OHELK�GDKXOX�WHUELW�

VHFDUD�VDK�PHQXUXW�KXNXP��Sertifikat adalah suatu alat bukti yang kuat atas suatu 

bidang tanah yang kuat, karena memuat data yuridis maupun fisik yang tertuang di 

dalamnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa selama sertifikat tersebut diakui 

eksistensinya, maka sertifikat tersebut harus dianggap sebagai alat bukti yang sah, 

dan Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada 

kewenangan absolut Pengadilan Negeri berkaitan dengan alas hak yang sah terkait 

perolehan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada 

Penggugat sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian hal ini masih 

merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. 

 

Kata Kunci: Sertifikat tanah, Putusan Pengadilan, Hak tanah, Hambatan 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the obstacles and considerations of the panel 

of judges in the Surabaya District Court Decision Number 629/Pdt.G/2012/PN. 

SBY in relation to the process of resolving multiple land certificate disputes. The 

judge's decision is analyzed in relation to its conformity to the rule of law and its 

legal consequences. 

The background to this research is that land title certificates, which are 

legal proof of ownership, can actually be manipulated by certain parties to issue 

multiple land certificates. This then requires proof of legal ownership regarding 

the actual land certificate because the certificate is a form of legal protection of 

land ownership for the owner. 

This research method is normative legal research that is descriptive-

analytical in nature to analyze considerations related to the case and the legal basis 

in the case. This research uses primary legal material in the form of the application 

of law in the Surabaya District Court Decision Number 629/Pdt.G/2012/PN. SBY 

adapted to the provisions of norms in statutory regulations and secondary legal 

materials in the form of legal books, legal journals and other literature. Data 

collection was carried out through library research. In writing this law, the author 

uses technical analysis in the form of syllogism analysis. 

The results of this research indicate that there has been a violation of the 

law in the form of issuing multiple certificates which violates Article 51 paragraph 

(2) PP Number 24 of 1997 in conjunction with Article 19 of Law No. 5 of 1960 

Juncto Article 3 and Article 4 of PP Number 24 of 1997 which requires legal 

certainty and legal protection for owners of land plots that were previously legally 

issued according to law. A certificate is a strong piece of evidence for a strong land 

plot, because it contains juridical and physical data contained in it. This clearly 

shows that as long as the existence of the certificate is recognized, the certificate 

must be considered as valid evidence, and the judge's legal consideration in 

deciding this case is based on the absolute authority of the District Court with 

regard to the basis of legal rights related to the acquisition of land rights. Thus, 

this matter is still within the authority of the District Court. 

 

Keywords: Land certificate, Court decision, Land rights 
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  MOTTO 

 

³-DODQ�$ZDO�WHUEDLN�XQWXN�PHZXMXGNDQ�VHJDOD�LPSLDQ�DGDODK�EDQJXQ�GDQ�

EHUDQJNDW�GDUL�WHPSDW�WLGXU´�± Paul Valery 

 

³.HNXDWDQ�VHULQJ�NDOL�WHUEHQWXN�GDUL�NHOHPDKDQ-kelemahan diri yang sangat 

WLGDN�LQJLQ�NLWD�WXQMXNDQ´�± Mignon McClaughin 

 

³7XKDQ�memberi manusia dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, 

dua telinga untuk mendengar, dan dua mata untuk melihat. Tetapi mengapa 

Tuhan hanya memberikan sekeping hati pada manusia? Karena Tuhan telah 

memberikan sekeping lagi hati pada orang lain XQWXN�NLWD�PHQFDULQ\D´�± Agnesti 

Nugroho 
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3(1'$+8/8$1 

$� /DWDU�EHODNDQJ�PDVDODK 

Tanah merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh masyarakat. 

Dalam pengelolaannya, tanah dikelola sebagai tempat hunian, lahan perkebunan, 

lahan kegiatan perekonomian dan lain sebagainya. Tanah dinilai memiliki nilai jual 

dan nilai investasi yang cukup meyakinkan karena harga jualnya yang relatif 

meningkat secara signifikan setiap tahunnya apalagi tanah atau lahan yang berada 

di lokasi strategis seperti dekat kawasan perekonomian dan aksesnya yang sangat 

mudah. Tanah menjadi kebutuhan dan unsur terpenting dalam kehidupan 

masyarakat, tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari tempat berpijak serta tempat 

melangsungkan kehidupan. Pada dasarnya Negara Republik Indonesia juga 

merupakan sebagai negara kepulauan yang mana bertumpu pada ketahanan daratan 

yang sifatnya agraris, masyarakat memiliki hak dan juga kewajiban atas 

pemanfaatan tanah yang tujuannya guna melangsungkan kehidupan serta menjaga 

stabilitas ketahanan nasional. Dalam pengelolaan serta pemanfaatan tanah 

masyarakat memiliki hak serta kewajiban yang dijamin di dalam konstitusi yakni 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak masyarakat 

atas tanah merupakan suatu hak yang sifatnya hakiki atau mendasar yang digunakan 

guna memenuhi harkat serta kebebasan diri. Namun dibalik itu negara juga 

memiliki kewajiban untuk memenuhi jaminan serta kepastian hukum terhadap hak 
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atas tanah tersebut walaupun demikian hak itu dibatasi dengan adanya kepentingan 

lain serta kepentingan negara.1 

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) meyatakan bahwa pemanfaatan fungsi 

bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Amanat tersebut menjadi dasar hukum 

politik pertanahan nasional yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1,2,3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA). Sehingga, penguasaan, pengaturan dalam penggunaan dan penguasaan 

tanah tidak boleh melenceng dari amanah konstitusi. Selain itu, aspek yuridis hak-

hak penguasaan atas tanah perlu adanya jaminan kepastian hukum, supaya ada 

payung hukum yang dapat meredam dinamika persoalan tanah agar tidak 

menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan di masyarakat. 

UUPA menjadi tonggak awal meletakkan dasar-dasar untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Hal ini bisa 

diwujudkan melalui dua upaya yaitu Pertama, adanya perangkat hukum tertulis, 

lengkap dan jelas yang dijalankan secara konsisten sesuai dengan semangat 

regulasinya. Kedua, penyelenggaraan pendaftaran tanah memberikan aksesibilitas 

untuk membuktikan hak atas tanah yang dikuasai dan untuk memperoleh 

keterangan yang dibutuhkan terkait tanah yang menjadi objek perbuatan hukum 

 
1� 3UDVHW\R�$U\R� 'HZDQGDUX�� ������ 3HQ\HOHVDLDQ� 6HQJNHWD� 7DQDK� 7HUKDGDS� 6HUWLILNDW� *DQGD�'L�

%DGDQ�3HUWDQDKDQ�1DVLRQDO��-XUQDO�1RWDULXV��9ROXPH����1RPRU����KDO����� 
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yang akan dilakukan, serta dapat membantu pemerintah melaksanakan 

kebijaksanaan pertanahan.2 

Kepemilikan tanah di Indonesia sendiri jika ditelusuri dari sejarahnya, 

dibedakan menjadi dua masa yakni kepemilikan tanah pada masa sebelum dan 

sesudah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kepemilikan 

tanah pada masa sebelum diundangkannya UUPA menimbulkan dualisme hukum 

yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia, disatu sisi berlaku hukum 

pertanahan kolonial belanda atau yang taat pada sistem Hukum Perdata Barat dan 

disatu sisi pula berlaku sistem Hukum Adat yang berlaku bagi masyarakat 

bumiputera yang mana tidak memiliki suatu bukti tertulis, yang sering disebut tanah 

adat ataupun tanah ulayat. Kemudian pada masa setelah diundangkannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria maka 

berakhirlah dualisme hukum pertanahan di Indonesia dan hukum pertanahan di 

Indonesia mengalami penyeragaman. Tentunya UUPA ini memberikan suatu 

perubahan yang besar dalam suatu pengaturan pertanahan di Indonesia yang begitu 

kompleks sebelum diundangkannya UUPA. Seiring perkembangannya, kini timbul 

pula mengenai problematika pencatatan tanah di Indonesia mengingat bahwasanya 

pernah terjadi dualisme hukum yang berlaku yakni sebelum diundangkannya 

UUPA hal tersebut masih menyisakan persoalan baru terutama dalam hal 

pencatatan kepemilikan tanah. Sertifikat tanah ganda menjadi salah satu 

 
2�8ULS�6DQWRVR��������3HQGDIWDUDQ�GDQ�3HUDOLKDQ�+DN�$WDV�7DQDK��FHWDNDQ�NH����-DNDUWD��.HQFDQD��

KDO��� 
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problematika hukum pertanahan di Indonesia dan suatu hal yang harus menjadi 

perhatian khusus agar terciptanya kepastian hukum pertanahan di Indonesia. 

Permasalahan tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum yang pelik 

dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas baik di negara maju maupun 

berkembang, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Tujuan 

pelaksanaan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum. Namun dalam realitanya pemegang Sertifikat Hak Atas 

Tanah belum merasa aman akan kepastian haknya dikarenakan seringkali muncul 

banyaknya sengketa yang membatalkan sertifikat melalui Lembaga Peradilan. 

Sertifikat Hak Atas Tanah sendiri sering mengalami pembatalan disebabkan adanya 

gugatan dari pihak lain yang juga memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah, yang dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa pada suatu tanah terdapat lebih dari satu Sertifikat 

Hak Atas Tanah sedangkan pendaftaran tanah sendiri diadakan oleh BPN. Hal ini, 

tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja BPN 

sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi 

pertanahan. 

Regulasi tentang pendaftaran tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut merupakan bentuk 

upaya rechtscadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan mewujudkan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, dengan output alat 

bukti berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah 

dan Surat Ukur. 
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+DNLNDWQ\D��WLPEXOQ\D�SHUVHQJNHWDDQ�PHQJHQDL�WDQDK�VDODK�VDWXQ\D�GLDZDOL�

ROHK�PDV\DUDNDW�\DQJ�VHEDJLDQ�EHVDU�EHUXSD\D�GHQJDQ�VHJDOD�FDUD�PHQGDSDWNDQ�

KDN�DWDV�NHSHPLOLNDQ�WDQDK�GHQJDQ�VHUWLILNDW�SDOVX�DWDX�NHKDGLUDQ�VHUWLILNDW�JDQGD�

\DQJ�VHFDUD�MHODV�WLGDN�WHUFDQWXP�GDODP�EXNX�WDQDK�GDQ�VXUDW�XNXU�\DQJ�VDK�GDUL�

%DGDQ� 3HUWDQDKDQ� 1DVLRQDO� �%31��� DWDXSXQ� VHUWLILNDW� \DQJ� GLSDOVXNDQ� GHQJDQ�

EODQJNR� PRGHO� ODPD� DWDX� VWHPSHO� \DQJ� GLEXDW�EXDW� PHQJDWDVQDPDNDQ� %31��

6HUWLILNDW� \DQJ� GLSDOVXNDQ� WLGDN� GLGDVDUL� DWDV� NHWHQWXDQ� SHQHUELWDQ� PHODOXL�

SURVHGXUDO� \DQJ� EHQDU�� VHKLQJJD� VHPDWD�PDWD� SHQHUELWDQ� KDN� DWDV� WDQDK� GDSDW�

WHUOLKDW� GDUL� GRNXPHQ� NHSHPLOLNDQ� \DQJ� GLSDOVXNDQ�� \DQJ� GHPLNLDQ� REMHN� DWDV�

VHELGDQJ�WDQDK�GLPLOLNL�ROHK�SHPLOLN�\DQJ�EHUVDQJNXWDQ�EXNDQ�RUDQJ�ODLQ�GHQJDQ�

GDWD�\DQJ�WLGDN�VHKDUXVQ\D�3 

7DQDK�WDQDK�\DQJ�VHGDQJ�GDODP�VHQJNHWD� WLGDN�GDSDW�GLNHOROD�ROHK�SLKDN�

EDLN�ROHK�SHPHJDQJ�VHUWLILNDW�PDXSXQ�SLKDN�SLKDN�ODLQQ\D��6HFDUD�HNRQRPLV�WHQWX�

VDQJDW�PHUXJLNDQ�� VHEDE� WDQDK�\DQJ�GLNXDVDL� ROHK�SLKDN� ODLQ� WHUVHEXW� WLGDN� ODJL�

SURGXNWLI��7DQDK�WHUVHEXW�WLGDN�GDSDW�GLPDQIDDWNDQ�XQWXN�PHPSURGXNVL�EDUDQJ�GDQ�

MDVD�VHUWD�GLMDGLNDQ�MDPLQDQ�GL�EDQN��$SDELOD�NDVXV��NDVXV�VHUWLILNDW�\DQJ�GLNXDVDL�

ROHK�SLKDN� ODLQ�SDGDKDO�PDVLK�GDODP�KDNQ\D�XQWXN�GLNHOROD� GDQ� WLGDN�GLWDQJDQL�

VHFDUD�VHULXV�PDND�DNDQ�PHQJJDQJJX�VWDELOLWDV�SHUHNRQRPLDQ� 

%HUGDVDUNDQ�IDNWD�IDNWD�\DQJ�DGD�GL�PDV\DUDNDW��6HUWLILNDW�+DN�$WDV�7DQDK�

PDVLK�EHOXP�VHSHQXKQ\D�PHPEHULNDQ�MDPLQDQ�NHSDVWLDQ�KXNXP�GDQ�SHUOLQGXQJDQ�

KXNXP� NHSDGD� SHPLOLN� +DN� $WDV� 7DQDK�� 6HUWLILNDW� +DN� $WDV� 7DQDK� PDVLK�

 
3�1XUXO�4DPDO��������.DUDNWHULVWLN�+XNXP�$FDUD�3HUDGLODQ�7DWD�8VDKD�1HJDUD��0DNDVVDU��3XVWDND�

5HIOHNVL��KDO���� 
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PHQJKDGDSL� NHPXQJNLQDQ� DGDQ\D� JXJDWDQ� GDUL� SLKDN� ODLQ� \DQJ� MXJD� PHUDVD�

PHPLOLNL�+DN�$WDV�7DQDK�WHUVHEXW��VHKLQJJD�DSDELOD�GDSDW�GLEXNWLNDQ�VHFDUD�KXNXP�

EDKZD� LD� DGDODK� SHPLOLN� VHEHQDUQ\D� PDND� 6HUWLILNDW� +DN� $WDV� 7DQDK� GDSDW�

GLEDWDONDQ� 

6DODK�VDWX�NDVXV�\DQJ�PHQDULN�XQWXN�GLDQDOLVLV�DGDODK�3XWXVDQ�3HQJDGLODQ�

1HJHUL�6XUDED\D�1RPRU�����3GW�*������31�6E\�\DQJ�PHOLEDWNDQ� VHQJNHWD�KDN�

DWDV�WDQDK�GL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�9��.RWD�6XUDED\D��'DODP�NDVXV�LQL��WHUGDSDW�

NRQIOLN�DQWDUD�SLKDN�SLKDN�\DQJ�PHQJNODLP�NHSHPLOLNDQ�DWDV�WDQDK�WHUVHEXW��3URVHV�

SHUDGLODQ� PHQMDGL� VDUDQD� XQWXN� PHQFDUL� VROXVL� \DQJ� DGLO� GDQ� OHJDO� GDODP�

SHQ\HOHVDLDQ�NRQIOLN�WHUVHEXW��%HULNXW�SHUPRKRQDQ�SHPRKRQ�\DQJ�GLNDEXONDQ��� 

0HQXUXW� 5�� 6DEDUMRWR� \DQJ� GLVHEXW� MXJD� 5�� �6DEDU\RWR� �DOPDUKXP��

VXDPL�7HUJXJDW�,�GDQ�D\DK�7HUJXJDW�,,�VHODLQ�GLEHUL�WXJDV�ROHK�6HNUHWDULV�'DHUDK�

-DZD� 7LPXU� XQWXN� PHQJXUXV� VXUDW�VXUDW� WDQDK� \DQJ� WHUNDLW� GHQJDQ� .RPSOHN�

3HUXPDKDQ�'35�5,� GDQ�'35'�7LQJNDW� ,� -DZD�7LPXU� MXJD� WHUPDVXN� VDODK� VDWX�

SHPLOLN� SHUVLO� GDODP� .RPSOHN� 3HUXPDKDQ� '35� 5,� GDQ� '35'� 7LQJNDW� ,� -DZD�

7LPXU��QDPDQ\D�WHUWXOLV�WHUFDWDW�SDGD�6HUWLILNDW�,QGXN� �+DN� 0LOLN�1RPRU����'HVD�

-HPXUZRQRVDUL���0HPLOLNL��� �GXD��ELGDQJ�NDYHOLQJ� WDQDK��GDIWDU�XUXW�1RPRU����

OHWDN� NDYHOLQJ� WDQDK� GL� GHQDK� 1RPRU� ��� OXDV� WDQDKQ\D� ������ P�� WHODK� WHUELW�

6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU�����'HVD�-HPXUZRQRVDUL��*DPEDU�6LWXDVL�1RPRU������

WDQJJDO���� 0DUHW� ����� DWDV� QDPD� 1\�� 5RFKDGLQL� 6DEDUMRWR� �7HUJXJDW� ,��� WHODK�

EHUDOLK�NHSDGD�'U��1\��6RHPDQWUL�LVWUL�'U��1RUDFKPDQ�EHUGDVDUNDQ�$NWD�-XDO��%HOL�

WDQJJDO����'HVHPEHU�������1RPRU���������������\DQJ�GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�

.RWD� 6XUDED\D� 5�� 6RHELRQR� 6HODQMXWQ\D� EHUDOLK� ODJL� NHSDGD� 9LFWRU� 6XQDUMR�
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EHUGDVDUNDQ�$NWD�-XDO�%HOL�WDQJJDO���0HL������1RPRU�����OO��:RQRFROR������\DQJ�

GLEXDW� ROHK� 1RWDULV�33$7� 1RRU� ,UDZDWL�� 6�+�� 'DQ� OHWDN� NDYHOLQJ� WDQDK� \DQJ� GL�

GHQDK�1RPRU����OXDV�WDQDKQ\D�������P��WHODK�WHUELW�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU�

����'HVD�-HPXUZRQRVDUL��*DPEDU�6LWXDVL�WDQJJDO����0DUHW�������1RPRU�����'HVD�

-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�1\�� 5RFKDGLQL� 6DEDUMRWR� �7HUJXJDW� ,��� WHODK� GLDOLKNDQ�

NHSDGD� ,U�� ,VPX�6XGDUWR�EHUGDVDUNDQ�$NWD� -XDO�%HOL� WDQJJDO����'HVHPEHU������

1RPRU���������������\DQJ�GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�5��6RHELRQR��

6HODQMXWQ\D�SDGD�WDQJJDO����'HVHPEHU������GLKLEDKNDQ�EHUGDVDUNDQ�$NWD�+LEDK�

1RPRU���������\DQJ�GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�3UDWLWL�:LZLHWLDQ\��

6�+� 

%HUGDVDUNDQ� XUDLDQ� GL� DWDV� GDSDW� GLVLPSXONDQ� EDKZD�� VHMDN� WDQJJDO� ���

'HVHPEHU������7HUJXJDW�,�GDQ�7HUJXJDW�,,�VXGDK�WLGDN�PHPLOLNL�NDYHOLQJ�WDQDK�ODJL�

GL�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�'35�5,�GDQ�'35'�7LQJNDW�,,�-DZD�7LPXU��0HODOXL�SURVHV�

SHUDGLODQ�� SLKDN�SLKDN� \DQJ� EHUVHQJNHWD� PHPLOLNL� NHVHPSDWDQ� XQWXN�

PHQ\DPSDLNDQ� DUJXPHQ� GDQ� EXNWL�EXNWL� \DQJ� PHQGXNXQJ� NODLP� PHUHND��

3HQJDGLODQ� EHUWXJDV� XQWXN� PHPHULNVD� EXNWL�EXNWL� WHUVHEXW� VHUWD� PHQHUDSNDQ�

KXNXP�\DQJ�EHUODNX�XQWXN�PHPXWXVNDQ�NHSHPLOLNDQ�WDQDK�VHFDUD�DGLO�GDQ�VHVXDL�

GHQJDQ�SHUDWXUDQ�\DQJ�EHUODNX��%HUGDVDUNDQ�XUDLDQ�WHUVHEXW�PDND�SHQXOLV�WHUWDULN�

XQWXN� PHQ\XVXQ� VNULSVL� GHQJDQ� MXGXO� ³$QDOLVLV� <XULGLV� 3HQ\HOHVDLDQ� 6HQJNHWD�

6HUWLILNDW� 7DQDK� *DQGD� 0HODOXL� 3HQJDGLODQ� 1HJHUL� �6WXGL� .DVXV� 3DGD� 3XWXVDQ�

3HQJDGLODQ�1HJHUL�6XUDED\D�1RPRU�����3'7�*������31�6%<�´ 
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%� 3HPEDWDVDQ�PDVDODK 

3HPEDWDDVDQ� PDVDODK� GLEXWXKNDQ� GDODP� SHQHOLWLDQ� LQL� DJDU� GDODP�

SHPEDKDVDQQ\D� WLGDN� WHUODOX� SDQMDQJ� GDQ� PHOHEDU�� 3HPEDWDVDQ� PDVDODK� GDSDW�

PHPEHULNDQ� IRNXV� \DQJ� PHQGDODP� WHUKDGDS� SHUPDVDODMDQ� \DQJ� VHGDQJ� GLWHOLWL��

3HPEDWDVDQ�PDVDODK�GDODP�SHQHOLWLDQ�LQL�\DLWX� 

1. Penelitian ini hanya terbatas kepada penyelesaian sengketa terkait adanya 

sertifikat tanah ganda yang ada di Pengadilan Negeri, dalam lingkup hukum 

perdata, karena dalam kasus adanya sertifikat dalam beberapa yurisprudensi 

dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

2. Penelitian ini akan membatasi analisisnya pada Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN Sby, yang merupakan putusan pada 

pengadilan tingkat pertama. Meskipun terdapat upaya hukum banding, 

kasasi, dan peninjuan kembali, akan tetapi pada prinsipnya putusan pada 

pengadilan yang lebih tinggi terseebut semuanya menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN Sby. 

 

&� 3HUXPXVDQ�PDVDODK 

�� %DJDLPDQD�SHQ\HOHVDLDQ�SHUNDUD�VHQJNHWD�VHUWLILNDW�JDQGD�GL�3HQJDGLODQ�

1HJHUL�6XUDED\D" 

�� $SD� KDPEDWDQ�KDPEDWDQ� GDODP� SHQ\HOHVDLDQ� VHQJNHWD� VHUWLILNDW� JDQGD�

GDODP� 3XWXVDQ� 3HQJDGLODQ� 1HJHUL� 6XUDED\D� 1RPRU� ����3GW�*������31�

6E\�" 
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'� 7XMXDQ�SHQHOLWLDQ 

�� 0HQJHWDKXL�SHQ\HOHVDLDQ�SHUNDUD�VHQJNHWD� VHUWLILNDW�JDQGD�GL�3HQJDGLODQ�

1HJHUL�6XUDED\D� 

2. Mengetahui penyebab sertifikat ganda dalam putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 629/Pdt.G/2012/PN Sby.  

(� 0DQIDDW�SHQHOLWLDQ 

3HQXOLVDQ� +XNXP� SDGD� GDVDUQ\D� KDUXV� PHPEHULNDQ� NHEHUPDQIDDWDQ� NHSDGD�

VXDWX�NHLOPXDQ�GDODP�KDO�LQL�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�LOPX�KXNXP�GDQ�WHUFDSDLQ\D�WXMXDQ�

GDUL� SHQXOLVDQ� KXNXP� LQL�� $GDSXQ� PDQIDDW� WHRULWLV� GDQ� PDQIDDW� SUDNWLV� \DQJ�

NHPXGLDQ�GDSDW�GLXUDLNDQ�VHSHUWL�EHULNXW� 

�� 0DQIDDW�WHRUHWLV 

3HQXOLVDQ� KXNXP� LQL� GLKDUDSNDQ� PDPSX� PHQJKDVLONDQ� NRQWULEXVL�

SHPLNLUDQ�GDQ�VXPEDQJVLK�GDODP�LOPX�SHQJHWDKXDQ�VHUWD�PHQMDGL�OLWHUDWXU�

PHQJHQDL� KXNXP� +XNXP� SHUGDWD� NKXVXVQ\D� GDODP� NDVXV� SHQHUELWDQ�

VHUWLILNDW� WDQDK� JDQGD�� VHKLQJJD� GDSDW� GLMDGLNDQ� VHEDJDL� UXMXNDQ� GDODP�

PHODNXNDQ� SHQHOLWLDQ� VHMHQLV� WHUKDGDS� ZDFDQD� NHLOPXDQ� +XNXP� 3HUGDWD�

GDQ�MXJD�,OPX�+XNXP�SDGD�XPXPQ\D� 

�� 0DQIDDW�SUDNWLV 

+DVLO�SHQHOLWLDQ�LQL�GLKDUDSNDQ�PDPSX�PHPEHULNDQ�PDQIDDW�GDQ�PHPEDQWX�

SHPDKDPDQ� SDUD� SLKDN� EDLN� SHPHULQWDK�� OHPEDJD� WHUNDLW�� PDXSXQ�

PDV\DUDNDW�\DQJ�PHPEXWXKNDQ�SHQJHWDKXDQ�WHUNDLW�GHQJDQ�SHUPDVDODKDQ�

\DQJ�GLEDKDV�GDODP�SHQHOLWLDQ�LQL�\DNQL�SHQHUELWDQ�VHUWLILNDW�WDQDK�JDQGD�� 

%$%�,, 
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/$1'$6$1�7(25, 

 

$� +DN�$WDV�7DQDK� 

+DN� DWDV� WDQDK� DGDODK� KDN� \DQJ� GLEHULNDQ� NHSDGD� VHVHRUDQJ� DWDX� EDGDQ�

KXNXP� XQWXN� PHPLOLNL�� PHQJJXQDNDQ�� GDQ� PHPDQIDDWNDQ� WDQDK� VHVXDL� GHQJDQ�

NHWHQWXDQ�KXNXP�\DQJ�EHUODNX�� �dĂŶĂŚ� ŵĞŶƵƌƵƚ� 8QGDQJ�8QGDQJ�1R����7DKXQ�

����� WHQWDQJ� 3HUDWXUDQ� 'DVDU� 3RNRN�SRNRN� $JUDULD� �883$�� DGDODK� KDQ\D�

SHUPXNDDDQ� EXPL� � VDMD�� � +DO� � LQL� � GLWHJDVNDQ� � GL� � GDODP� � 3DVDO� � �� � D\DW�

���� 883$�� DGDODK� VHEDJDL� EHULNXW�� ³DWDV� GDVDU� KDN� PHQJXDVDL� � 1HJDUD���

GLWHQWXNDQQ\D��DGDQ\D��PDFDP�PDFDP�KDN��DWDV��SHUPXNDDQ��EXPL��\DQJ��GLVHEXW��

WDQDK�� �\DQJ�GDSDW�GLEHULNDQ�GDQ�GLSXQ\DL�ROHK�RUDQJ�RUDQJ��EDLN�VHQGLUL�VHQGLUL�

PDXSXQ�EHUVDPD�VDPD�GHQJDQ� RUDQJ� ODLQ� VHUWD� EDGDQ�EDGDQ� KXNXP� ODLQQ\D�+DO�

WHUVHEXW�GLSHUMHODV�GHQJDQ�SHQMHODVDQ XPXP ,,� D\DW� ���� 883$� \DLWX�� ³«�

GLWHJDVNDQ� �EDKZD�� �GLNHQDO� �KDN�PLOLN� �\DQJ� �GDSDW� �GLSXQ\DL� �VHVHRUDQJ�� �EDLN�

VHQGLUL�PDXSXQ�EHUVDPD�VDPD�GHQJDQ�RUDQJ�ODLQ�DWDV�EDJLDQ�GDUL�EXPL��,QGRQHVLD���

+DQ\D��SHUPXNDDQ��EXPL�VDMDODK��\DQJ��GLVHEXW��VHEDJDL��WDQDK���\DQJ��GDSDW��GLKDNL�

ROHK�VHVHRUDQJ��-DGL�VLDSD�VDMD�KDQ\D�EHUKDN�DWDV�SHUPXNDDQ��EXPLQ\D��VDMD���LWXSXQ��

GHQJDQ� � PHPSHUKDWLNDQ� WDWD� UXDQJ� GDQ� NHOHVWDULDQ� OLQJNXQJDQ� KLGXS� \DQJ�

PHQGDVDUNDQ� QNHSDGD� SULQVLS�SULQVLS� SHPEDQJXQDQ� \DQJ� EHUNHODQMXWDQ� \DQJ�

NHWHQWXDQQ\D�GLDWXU�GDODP�3HUDWXUDQ�3HUXQGDQJ�XQGDQJDQ�WHUVHQGLUL� 

-LNDSXQ�VHVHRUDQJ�PHPLOLNL�KDN�DWDV�WDQDK�\DQJ� PHUXSDNDQ� KDN� PLOLN��

KDN� DWDV� WDQDK� WHUVHEXW� PHUXSDNDQ�KDN� \DQJ� SDOLQJ� VHPSXUQD� GDQ� WHUSHQXK�

VLIDW� GDQ�NHZHQDQJDQQ\D� GL� EDQGLQJ� GHQJDQ� KDN�KDN� ODLQ� \DQJ� DGD� GDQ�
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EHUODNX� VHVXDL� GHQJDQ� NHWHQWXDQ� 3HUXQGDQJDQ� $JUDULD� GL� ,QGRQHVLD�� WHWDS�

VDMD� DSDELOD� GLWHPXNDQ� EHQGD�SHQLQJJDODQ� EHUVHMDUDK� DWDXSXQ� EDUDQJ�EDUDQJ�

WDPEDK�� GDQ�EHQGD�EHQGD� � EHUKDUJD� � ODLQQ\D� � ZDODXSXQ� � LWX� � GL� � GDODP� WXEXK�

EXPL� EHUDGD� WHSDW� GL� EDZDK� KDN� 

+DN�DWDV�WDQDK�DGDODK�KDN�\DQJ�GLEHULNDQ�NHSDGD� VHVHRUDQJ� � DWDX� � EDGDQ� �

KXNXP� \DQJ� PHOLSXWL� DWDV� SHUPXNDDQ� EXPL� VDMD�� 1DPXQ� KDN�

PHPSHUJXQDNDQQ\D�WDQDK� DGDODK� KDN� \DQJ� GLEHULNDQ� ROHK� 1HJDUD� NHSDGD�

%DGDQ� +XNXP� ,QGRQHVLD�� GDQ� (NVSORLWDVL� VHUWD� SHQHOLWLDQ��XQWXN� PHQJDPELO�

PDQIDDW� HNRQRPL� GDQ� PDQIDDW�PDQIDDW� ODLQQ\D� GDUL� DODP� ,QGRQHVLD�� \DQJ�

EHUWXMXDQ� XQWXN�NHSHQWLQJDQ� � HNRQRPL� � \DQJ� � SDGD� � DNKLUQ\D� � EDLN� � ODQJVXQJ�

DWDXSXQ� WLGDN� ODQJVXQJ� DNDQ� PHQVHMDKWHUDNDQ� UDN\DW� GDQ� GHPL� WHUZXMXGQ\D�

NHPDNPXUDQ� VHFDUD� QDVLRQDO�� \DQJ� PHZLOD\DKL� � KDNQ\D� � PHOLSXWL� � WDQDK�� �

WXEXK� � EXPL�� � GDQ�UXDQJ� DQJNDVD�� �3DVDO� �� D\DW� ���� 883$��4�+DN�$WDV�

7DQDK�%HUVLIDW�7HWDS +DN�DWDV�WDQDK�PHQXUXW�883$�GLDWXU�GDODP� 3DVDO���� \DLWX� 

a. +DN�PLOLN� �+0� 

+DN�0LOLN�DGDODK�KDN�WXUXQ�WHPXUXQ��WHUNXDW�GDQ�WHUSHQXK�\DQJ�GDSDW�

GLSXQ\DL�RUDQJ�DWDX�EDGDQ�KXNXP�DWDV�WDQDK�GHQJDQ�PHQJLQJDW�IXQJVL�VRVLDO��

%HUGDVDUNDQ�3DVDO����883$�GL�VHEXWNDQ�EDKZD�VLIDW��VLIDW��+DN��0LOLN��\DQJ��

PHPEHGDNDQ��GDQ��KDN�KDN�ODLQQ\D��+DN� 0LOLN� PHUXSDNDQ� KDN� \DQJ� WHUNXDW�

GDQ�WHUSHQXK� \DQJ� GDSDW� GLSXQ\DL� RUDQJ� DWDV� WDQDK�� 3HPEHULDQ� VLIDW� LQL�

 

4�'\DUD�5DGKLWH�2U\]D�)HD��������3DQGXDQ�0HQJXUXV�7DQDK�GDQ�3HUL]LQDQQ\D��/HJDOLW\�<RJ\DNDUWD�

KDO���� 
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WLGDN� EHUDUWL� EDKZD� KDN� WHUVHEXW�PHUXSDNDQ� KDN� PXWODN�� WLGDN�WHUEDWDV� GDQ�

WLGDN� GDSDW�GLJDQJJX�JXJDW�VHEDJDL�KDN�HLJHQGRP�VHSHUWL�\DQJ� GLUXPXVNDQ�

GDODP� 3DVDO� ���� .8+3HUGDWD�� 6LIDW� GHPLNLDQ� EHUWHQWDQJDQ� GHQJDQ� VLIDW�

KXNXP� DGDW� GDQ� IXQJVL� VRVLDO� GDQ� WLDSWLDS� KDN�� .DWD�NDWD� ³WHUNXDW� GDQ�

WHUSHQXK´� � PHPSXQ\DL� � PDNVXG� � XQWXN� � PHPEHGDNDQ�GHQJDQ� � KDN� � JXQD� �

XVDKD�� � KDN� � JXQD� � EDQJXQDQ�� KDN�SDNDL� GDQ� ODLQQ\D� \DLWX� XQWXN�

PHQXQMXNNDQ� EDKZD�GLDQWDUD� KDN�KDN� DWDV� WDQDK� \DQJ� GDSDW� GLPLOLNL�� KDN�

UQLOLNODK� \DQJ� WHUNXDW� GDQ� WHUSHQXK� 

0DND� SHQJHUWLDQ� WHUNXDW� VHSHUWL� \DQJ� GLUXPXVNDQ� GDODP� 3DVDO�

���� .8+� 3HUGDWD�EHUODLQDQ� GHQJDQ� \DQJ� GLUXPXVNDQ� GDODP� 3DVDO� ���

883$�� � +DN� � PLOLN� � EHUGDVDUNDQ� � 3DVDO� � ��� � D\DW� � ����DGDODK� KDN� \DQJ�

WXUXQ� WHPXUXQ�� WHUNXDW� GDQ� WHUSHQXK� \DQJ� GDSDW� � GLSXQ\DL� � RUDQJ� � DWDV� �

WDQDK� GHQJDQ�PHQJLQJDW� NHWHQWXDQ� 3DVDO� ��� 3DVDO� �� D\DW� ���� PHQ\DWDNDQ�

KDN� PLOLN� GDSDW� EHUDOLK� GDQ� GLDOLKNDQ�NHSDGD� � SLKDN� � ODLQ�� � +DO� � LQL� �

VHMDODQ� � GHQJDQ� � GHILQLVL� \DQJ� GLEHULNDQ� � %RHGL� � +DUVRQR� � \DQJ� �

PHQGHILQLVLNDQ� KDN� PLOLN� DGDODK� KDN� WXUXQ�� GDQ� PHPEHUL� NHZHQDQJDQ�

XQWXN� PHQJJXQDNDQQ\D� EDJL� VHJDOD� PDFDP� NHSHUOXDQ� VHODPD� ZDNWX� \DQJ�

WLGDN� WHUEDWDV� VHSDQMDQJ� WLGDN� DGD�ODUDQJDQ� NKXVXV� XQWXN� LWX�5 

 
5�Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Ke-11, Jakarta: Djambatan KDO����� 

 



ϭϯ 
 

7XUXQ�WHPXUXQ� DUWLQ\D� KDN� LWX� GDSDW� GLZDULVNDQ� EHUWXUXWWXUXW� �

EHUGDVDUNDQ� � GHUDMDWQ\D� � DWDX� � KDN� � LWX�PHQMDGL�WLDGD�DWDX�PHPRKRQ�NHPEDOL�

NHWLND�WHUMDGL� SHUSLQGDKDQ� WDQJDQ�6� 6HGDQJNDQ� WHUNXDW� DUWLQ\D�7 

�� -DQJND ZDNWX�PHPLOLNL�KDN WLGDN�WHUEDWDV� 

�� +DN� \DQJ� WHUGDIWDUG� GDQ� DGDQ\D� WDQGD� EXNWL� KDN�6HGDQJNDQ� � WHUSHQXK�

DUWLQ\D� 

(a) +DN� 0LOLN� PHPEHUL� ZHZHQDQJ� NHSDGD� \DQJ� PHPSXQ\DL�

SDOLQJ� OXDV� GLEDQGLQJNDQ� GHQJDQ� KDN�\DQJ� ODLQ� 

(b) +DN� � 0LOLN� � PHUXSDNDQ� � LQGXN� � GDUL� � KDN�KDN� � ODLQ� 

(c) +DN� � 0LOLN� WLGDN� � EHULQGXN� � SDGD� � KDN�KDN� \DQJ�ODLQ� 

(d) 'LOLKDW� GDUL� SHUXQWXNNDQQ\D� +DN� 0LOLN� WLGDN� WHUEDWDV� 

 Tentang sifat dari hak milik memang dibedakan dengan  hak-hak  

lain  nya,  seperti  yang  disebutkan dalam  Pasal  20  UUPA  diatas.  

Pemberian  sifat  ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak 

tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sifat demikian sangat 

bertentangan dengan sifat hukum adat dan  fungsi  sosial  dari  setiap  

hak.  Kata-kata  terkuat dan  terpenuhi  hanyalah  dimaksudkan  untuk 

membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, 

dan lain-lain, yaitu untuk menunjukkan  bahwa  di  antara  hak-hak  atas  

tanah yang  dapat  dipunyai  orang,  maka  hak  milik  lah  yang paling 

 
6�$3��3DUOLQGXQJDQ��������.RPHQWDU�$WDV�8QGDQJ�8QGDQJ�3RNRN�$JUDULD��$OXPQL��%DQGXQJ��KDO��� 
7� (IIHQG\� 3HUDQJLQ�� ������ +XNXP� $JUDULD� GL� ,QGRQHVLD�� 6XDWX� 7HODDK� GDUL� 6XGXW� 3DQGDQJ�

3UDNWLVL+XNXP��5DMD�*UDILQGR�3HUVDGD��-DNDUWD��KDO����� 



ϭϰ 
 

kuat dan terpenuh.8 

Adapun  yang  dapat  mempunyai  hak  milik menurut Pasal 21 UUPA, 

yaitu: 

�� :DUJD� 1HJDUD� ,QGRQHVLD�� GDODP� KDO� LQL� WLGDN� GLEHGDNDQ� DQWDUD�

ZDUJD� QHJDUD� \DQJ� DVOL� GHQJDQ�\DQJ� NHWXUXQDQ� DVLQJ� 

�� %DGDQ�EDGDQ� �KXNXP� �\DQJ� �GLWHWDSNDQ� �ROHK� SHPHULQWDK��VHEDJDLPDQD�

GLDWXUG�GDODP�3HUDWXUDQ�3HPHULQWDK� 1RPRU� ��� 7DKXQ� ����� WHQWDQJ�

3HQXQMXNNDQ� %DGDQ�EDGDQ� +XNXP� \DQJ� GDSDW� PHPSXQ\DL� +DN� 0LOLN�

DWDV� 7DQDK�� DQWDUD� ODLQ� 

a) %DQN�EDQN� � \DQJ� � GLGLULNDQ� � ROHK� � QHJDUD� 

b) 3HUNXPSXODQ�SHUNXPSXODQ� .RSHUDVL� 3HUWDQLDQ� \DQJ� GLGLULNDQ�

EHUGDVDUNDQ�8QGDQJ8QGDQJ�1RPRU���� 7DKXQ� ����� 

c) %DGDQ�EDGDQ� .HDJDPDDQ� \DQJ� GLWXQMXN� ROHK� 0HQWHUL� � 3HUWDQLDQ� �

DWDX� � $JUDULD� � VHWHODK� PHQGHQJDU� 0HQWHUL� $JDPD� 

d) %DGDQ�EDGDQ� VRVLDO� \DQJ� GLWXQMXN� ROHK� 0HQWHUL� 3HUWDQLDQ� � DWDX� �

$JUDULD� � VHWHODK� � PHQGHQJDU� 0HQWHUL� 6RVLDO�� +DN� PLOLN� GDSDW�

KDSXV� NDUHQD� EHEHUDSD� DODVDQ�� KDO� LQL� VHEDJDLPDQD� GLWHJDVNDQ�

GDODP� 3DVDO� ��� 883$� \DLWX� 7DQDKQ\D� MDWXK�NHSDGD�QHJDUD� 

(1) .DUHQD SHQFDEXWDQ� KDN� EHUGDVDUNDQ� SDVDO� ��� XQWXN�

NHSHQWLQJDQ�XPXP 

 

8�*��.DUWDVDSRHWUD��GNN��������+XNXP�7DQDK��-DPLQDQ�EDJL�.HEHUKDVLODQ�3HQGD\DJXQDDQ�

7DQDK��37��5LQHND�&LSWD�-DNDUWD��KDO��� 
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(2) .DUHQD SHQ\HUDKDQ�GHQJDQ�VXNDUHOD�ROHK�SHPLOLNQ\D 

(3) .DUHQD GLWHUODQWDUNDQ 

(4) .DUHQD NHWHQWXDQ� SDVDO� ��� D\DW� ���� GDQ� ��� D\DW� ����� E��

7DQDKQ\D��PXVQDK� 

b. +DN�*XQD�8VDKD 

 +DN� *XQD� 8VDKD� DWDX� +*8� GLDWXU� GDODP� 3DVDO� � ��� � D\DW� � ���� �

883$� � \DQJ� � EHUEXQ\L�� � +DN� *XQD� 8VDKD� DGDODK� KDN� XQWXN�

PHQJXVDKDNDQ� WDQDK�\DQJ� GLNXDVDL� ODQJVXQJ� ROHK� QHJDUD�� GDODPMDQJND�

ZDNWX�VHEDJDL�PDQD�WHUVHEXW�GDODP�SDVDO�����JXQD�SHUXVDKDDQ� SHUWDQLDQ��

SHULNDQDQ� DWDX� SHWHUQDNDQ�� %HUODLQDQ� � GHQJDQ� � KDN� � PLOLN�� � WXMXDQ� �

SHQJXQDDQ� WDQDK� \DQJ� GLSXQ\DL� GHQJDQ� KDN� JXQD� XVDKD� LWX�WHUEDWDV��

\DLWX�SDGD�XVDKD�SHUWDQLDQ��SHULNDQDQ��GDQ�SHWHUQDNDQ�� +DN� JXQD� XVDKD�

LQL� KDQ\D� GDSDW�GLEHULNDQ� ROHK� 1HJDUD�9 

%HUGDVDUNDQ�3DVDO����883$� KDN�JXQD�XVDKD GDSDW GLSXQ\DL� � ROHK� 

(a) :DUJD 1HJDUD ,QGRQHVLD 

(b) %DGDQ� KXNXP� \DQJ� GLGLULNDQ� PHQXUXW� KXNXP� ,QGRQHVLD� GDQ�

EHUNHGXGXNDQ� GL� ,QGRQHVLD� 

6HPHQWDUD� LWX� GDODP� 3DVDO� ��� GLWHQWXNDQ� EDKZD� � MDQJND� �ZDNWX� � KDN� �

JXQD� � XVDKD� � DGDODK� VHODPD� ��� 7DKXQ� DWDX� ��� 7DKXQ� GDQ� DWDV�

SHUPRKRQDQ� SHPHKDQJ� KDN� GDSDW� GLSHUSDQMDQJ� SDOLQJ� ODPD� ��� � WDKXQ��

.HPXGLDQ� +DN� *XQD� 8VDKD� MXJD� GDSDW� WHUKDSXV�� +DSXVQ\D� +DN� *XQD

 

9�(IIHQG\�3HUDQJLQ��RS��FLW��KDO����� 
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 8VDKD�GLVHEDENDQ�GLNDUHQDNDQ�� 

(a) -DQJND�ZDNWX�EHUDNKLU 

(b) 'LKHQWLNDQ�VHEHOXP MDQJND ZDNWXQ\D EHUDNKLU�NDUHQD�VHVXDWX�V\DUDW�

WLGDN� WHUSHQXKL�+DN� 3DNDL 

(c) 'LOHSDVNDQ�ROHK�SHPHJDQJ�KDNQ\D�VHEHOXP�MDQJND�ZDNWXQ\D�EHUDNKLU 

(d) 'LFDEXW�XQWXN�.HSHQWLQJDQ�8PXP 

(e) 'LWHUODQWDUNDQ 

(f) 7DQDKQ\D 0XVQDK 

(g) .HWHQWXDQ �'DODP�3DVDO���� � D\DW ��� 

c. +DN�*XQD�%DQJXQDQ 

  %HUGDVDUNDQ�3DVDO����88�1RPRU���7DKXQ�������KDN�JXQD�EDQJXQDQ�

DGDODK� KDN� XQWXN� PHQGLULNDQ� GDQ� PHPSXQ\DL� EDQJXQDQ�EDQJXQDQ� DWDV�

WDQDK�\DQJ�EXNDQ�PLOLNQ\D�VHQGLUL��GHQJDQ�MDQJND�ZDNWX�SDOLQJ�ODPD�WLJD�

SXOXK�WDKXQ��\DQJ�ELOD�GLSHUOXNDQ�GDSDW�GLSHUSDQMDQJ�ODJL�GXD�SXOXK�WDKXQ��

$ODV�KDN�\DQJ�GDSDW�GLJXQDNDQ�PHQXUXW�3DVDO����33�1RPRU����7DKXQ������

DGDODK�WDQDK�QHJDUD��WDQDK�KDN�SHQJHORODDQ��DWDX�WDQDK�KDN�PLOLN� 

d. +DN�6HZD� 

  3DVDO� ��� D\DW� ���� 88� 1RPRU� �� 7DKXQ� ������ GLVHEXWNDQ� EDKZD�

VHVHRUDQJ�DWDX�VXDWX�EDGDQ�KXNXP�PHPSXQ\DL�KDN�VHZD�DWDV�WDQDK��DSDELOD�

LD� EHUKDN� PHPSHUJXQDNDQ� WDQDK� PLOLN� RUDQJ� ODLQ� XQWXN� NHSHUOXDQ�

EDQJXQDQ�� GHQJDQ� PHPED\DU� NHSDGD� SHPLOLNQ\D� VHMXPODK� XDQJ� VHEDJDL�

VHZD��³+DN�DWDV�WDQDK�\DQJ�GDSDW�GLVHZDNDQ�NHSDGD�SLKDN�ODLQ�DGDODK�KDN�



ϭϳ 
 

PLOLN� GDQ� RE\HN� \DQJ� GLVHZDNDQ� ROHK� SHPLOLN� WDQDK� NHSDGD� SLKDN� ODLQ�

�SHPHJDQJ�KDN�VHZD�XQWXN�EDQJXQDQ��DGDODK�WDQDK�EXNDQ�EDQJXQDQ�´� 

e. +DN�0HPEXND�7DQDK�GDQ�+DN�0HPXQJXW�+DVLO�+XWDQ� 

+DN� 0HQXUXW� 3DVDO� ��� 88� 1RPRU� ��7DKXQ� ������ KDN� PHPEXND�

WDQDK� GDQ� KDN� PHPXQJXW� KDVLO� KXWDQ� KDQ\D� GDSDW� GLSXQ\DL� ROHK� ZDUJD�

QHJDUD�,QGRQHVLD�GDQ�GLDWXU�GHQJDQ�3HUDWXUDQ�3HPHULQWDK�� 

f. +DN�KDN�ODLQ� 

  +DN�KDN�\DQJ� WHUPDVXN�GDODP�KDN�KDN� WHUVHEXW� GLDWDV� \DQJ� DNDQ�

GLWHWDSNDQ�GHQJDQ�XQGDQJ�XQGDQJ�VHUWD� KDN�KDN�\DQJ�VLIDWQ\D� VHPHQWDUD�

VHEDJDLPDQD�\DQJ�GLVHEXWNDQ�GDODP�3DVDO����88�1RPRU���7DKXQ�������

2UDQJ�\DQJ�GDSDW�PHPSXQ\DL�KDN�DWDV�WDQDK�DGDODK�\DQJ�GDSDW�PHPSXQ\DL�

KXEXQJDQ� \DQJ� VHSHQXKQ\D� GHQJDQ� WDQDK�� GHQJDQ� NDWD� ODLQ� \DQJ� GDSDW�

PHPSXQ\DL�KDN�DWDV�WDQDK�VHFDUD�SHQXK�GDQ�OXDV��VHPXD�PDFDP�KDN��DGDODK�

:DUJD�1HJDUD� ,QGRQHVLD�� EDLN� ODNL�ODNL� PDXSXQ�SHUHPSXDQ�� \DNQL� XQWXN�

PHQGDSDW� PDQIDDW� GDQ� KDVLOQ\D� EDLN� EDJL� GLULQ\D� VHQGLUL� PDXSXQ�

NHOXDUJDQ\D� 

 

%� 6HUWLILNDW�7DQDK�*DQGD 

%HUGDVDUNDQ�883$�WLGDN�SHUQDK�GLVHEXWNDQ�VHUWLILNDW�WDQDK��QDPXQ�VHSHUWL�

\DQJ�GLMXPSDL�GDODP�3DVDO����D\DW�����KXUXI�F�DGD�GLVHEXWNDQ�VXUDW�WDQGD�EXNWL�KDN��

%HUGDVDUNDQ� SHQJHUWLDQ� VHKDUL�KDUL�� VXUDW� WDQGD� EXNWL� KDN� LQL� VHULQJ� GLWDIVLUNDQ�

VHEDJDL� VHUWLILNDW� WDQDK�� 7HUPLQRORJL� VHUWLILNDW� JDQGD� PHPDQJ� WLGDN� GLWHPXNDQ�

GDODP�NDPXV� KXNXP��6HUWLILNDW� JDQGD� PHUXSDNDQ� NDOLPDW� \DQJ� GLDUWLNDQ� VHFDUD�



ϭϴ 
 

NRQRWDWLI��GDQ�VHFDUD�XPXP�GLDUWLNDQ�VHEDJDL�VDWX�ELGDQJ� WDQDK�PHPSXQ\DL�GXD�

DWDX�WLJD�VHUWLILNDW�GHQJDQ�QDPD�\DQJ�EHUEHGD��6HUWLILNDW�WDQDK�GDODP�SUDNWLN�WLGDN�

MDUDQJ�GLMXPSDL�JDQGD��GDODP�DUWL�VHEXDK�VHUWLILNDW�\DQJ�GLNHOXDUNDQ�ROHK�%DGDQ�

3HUWDQDKDQ� 1DVLRQDO� �%31�� FT��.HSDOD�.DQWRU� 3HUWDQDKDQ� .DEXSDWHQ�.RWD� DWDV�

QDPD� GXD� SHPLOLN� DWDX� OHELK� QDPD� DWDX� LGHQWLWDV� \DQJ� EHUEHGD�� WHWDSL� REMHN�

WDQDKQ\D� VDPD�� $NLEDWQ\D�� VHODLQ� PHQLPEXONDQ� NHWLGDNSDVWLDQ� PHQJHQDL�

NHSHPLOLNDQ� \DQJ� VDK� MXJD� EHUSRWHQVL� PHQLPEXONDQ� VHQJNHWD� KXNXP�DQWDU� SDUD�

SHQHJDN�KDN�VHVXDL�VHUWLILNDW�\DQJ�GLSHJDQJ�10 

0HQXUXW�$OL�$FKPDG�&KRP]DK�VHUWLILNDW�JDQGD�GLDUWLNDQ�VHEDJDL�VHUWLILNDW�

VHUWLILNDW�\DQJ�PHQJXUDLNDQ�VDWX�ELGDQJ�WDQDK�\DQJ�VDPD�11�0DND�GHQJDQ�GHPLNLDQ�

VDWX� ELGDQJ� WDQDK� GLXUDLNDQ� GHQJDQ� �� �GXD�� VHUWLILNDW� DWDX� OHELK� \DQJ� EHUODLQDQ�

GDWDQ\D�� +DO� LQL� ELDVDQ\D� GLVHEXW� SXOD� GHQJDQ� VHUWLILNDW� WXPSDQJ� WLQGLK�� EDLN�

WXPSDQJ� WLQGLK� VHOXUXK� ELGDQJ�PDXSXQ� WXPSDQJ� WLQGLK� VHEDJLDQ� GDULSDGD� WDQDK�

WHUVHEXW��6HUWLILNDW�JDQGD�DGDODK�NHMDGLDQ�VHELGDQJ�WDQDK�PHPLOLNL���VHUWLILNDW�WDQDK�

\DQJ� GLPLOLNL� ROHK� �� RUDQJ� \DQJ� EHUEHGD�12� 6HFDUD� SULQVLS� VHWLDS� ELGDQJ� WDQDK�

PHPLOLNL�SRVLVL�\DQJ�WXQJJDO�GL�EHODKDQ�EXPL�LQL��7LGDN�DGD���ELGDQJ�WDQDK�\DQJ�

PHPLOLNL� SRVLVL� \DQJ� VDPD�� 'HQJDQ� GHPLNLDQ� VHWLDS� ELGDQJ� WDQDK� \DQJ� WHODK�

EHUVHUWLILNDW� DWDX� WHUGDIWDU� GL� %DGDQ� 3HUWDQDKDQ� 1DVLRQDO� �%31�� VHKDUXVQ\D�

 
10� ,*1�� *�� 6XVLOD�� ������ .HMDKDWDQ� 6HUWLILNDW� 7DQDK� *DQGD�� �GDODP� 3HUVSHNWLI� 0RGXV�� $NLEDW�

+XNXP��GDQ�6ROXVL�.ULWLV�3HQ\HOHVDLDQ�0DVDODK���0DODQJ��8QLYHUVLWDV�%UDZLMD\D�3UHVV��8%�3UHVV���

KDO����� 
11�$OL�$FKPDG�&KRP]DK��������+XNXP�3HUWDQDKDQ��3HPEHULDQ�+DN�$WDV�7DQDK�1HJDUD��

6HUWLSLNDW�GDQ�3HUPDVDODKDQ��3UHVWDVL�3XVWDND��-DNDUWD��KDO������ 
12�+DGMRQ�0��3KLOLSXV��������3HUOLQGXQJDQ�+XNXP�%DJL�5DN\DW�GL�,QGRQHVLD��6HEXDK�6WXGL�7HQWDQJ�

3ULQVLS�SULQVLSQ\D�� 3HQDQJDQDQ\D� ROHK� 3HQJDGLODQ� 'DODP� /LQJNXQJDQ� 3HUDGLODQ� 8PXP� GDQ�

3HPEHQWXNDQ�3HUDGLODQ�$GPLQLVWUDVL�1HJDUD���%LQD�,OPX��6XUDED\D��KDO����� 
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PHQGDSDWNDQ� SHUOLQGXQJDQ� WHUKDGDS� SHQGDIWDUDQ� \DQJ� VDPD� DWDV� ELGDQJ� WDQDK�

WHUVHEXW�� 

6HUWLILNDW�JDQGD�DWDV�WDQDK�DGDODK�VHUWLILNDW�\DQJ�GLWHUELWNDQ�ROHK�%31�\DQJ�

DNLEDW�DGDQ\D�NHVDODKDQ�SHQGDWDDQ�SDGD�VDDW�PHODNXNDQ�SHQJXNXUDQ�GDQ�SHPHWDDQ�

SDGD�WDQDK��VHKLQJJD�WHUELWODK�VHUWLILNDW�JDQGD�\DQJ�EHUGDPSDN�SDGD�SHQGXGXNDQ�

WDQDK� VHFDUD� NHVHOXUXKDQ� DWDXSXQ� VHEDJDLPDQD� WDQDK� PLOLN� RUDQJ� ODLQ��$SDELOD�

GLWLQMDX� GDUL� SHQJHUWLDQ� VHUWLILNDW� LWX� VHQGLUL� PDND� VHUWLILNDW� DGDODK� WDQGD� EXNWL�

KDNDWDV� WDQDK��\DQJ�GLNHOXDUNDQ�ROHK�SHPHULQWDK�GDODP�UDQJND�SHQ\HOHQJJDUDDQ�

SHQGDIWDUDQ� WDQDK�PHQXUXW�NHWHQWXDQ�SHUDWXUDQ�GDQ�SHUXQGDQJ�XQGDQJDQ�13�3DGD�

NHQ\DWDDQQ\D�EDKZD�VHVHRUDQJ�DWDX�VXDWX�EDGDQ�KXNXP�PHQJXDVDL�VHFDUD�ILVLN�GDQ�

PHQJJXQDNDQ� WDQDK�\DQJ�EHUVDQJNXWDQ�WLGDN�VHUWD�PHUWD� ODQJVXQJ�PHPEXNWLNDQ�

EDKZD�LD�PHPSXQ\DL�KDN�DWDV�WDQDK�\DQJ�GLPDNVXG��$GDQ\D�VXUDW�VXUDW�MXDO�EHOL��

EHOXP�WHQWX�PHPEXNWLNDQ�EDKZD�\DQJ�PHPEHOL�EHQDU�EHQDU�PHPSXQ\DL�KDN�DWDV�

WDQDK�\DQJ�GL�EHOLQ\D��$SDODJL�WLGDN�DGD�EXNWL�RWHQWLN�EDKZD�\DQJ�PHQMXDO�PHPDQJ�

EHUKDN�DWDV�WDQDK�\DQJ�GLMXDOQ\D��'DODP�NRQWHNV�LQLODK�WHUMDGL�SHQGXGXNDQ�WDQDK�

VHFDUD�WLGDN�VDK�PHODOXL�DODW�EXNWL�EHUXSD�GRNXPHQ��VHUWLILNDW��\DQJ�EHOXP�GDSDW�

GLMDPLQ�NHSDVWLDQ�KXNXPQ\D�� 

%HUGDVDUNDQ�SHQGDSDW�GLDWDV��PDND�GDSDW�GLNDWDNDQ�EDKZD�VHUWLILNDW�JDQGD�

DGDODK�VXUDW�NHWHUDQJDQ�NHSHPLOLNDQ�\DQJ�GLSHUROHK�EDLN�VHFDUD�VDK�DWDXSXQ�WLGDN�

VDK�\DQJ�VHZDNWX�ZDNWX�GDSDW�PHQLPEXONDQ�VXDWX�DNLEDW�KXNXP��VHQJNHWD��EDJL�

VXEMHN�KDN�PDXSXQ�REMHN�KDN��6HUWLILNDW�JDQGD�DGDODK�VXUDW�EXNWL�NHSHPLOLNLDQ�KDN�

 
13� $OL�$KPDG� &KRPD]DK�� ������ 6HUWLILNDW� GDQ� 3HUPDVDODKDQQ\D� GDQ� 6HUL� +XNXP� 3HUWDQDKDQ��

3UHVWDVL�3XVWDND�3XEOLVKHU��-DNDUWD��KDO���� 



ϮϬ 
 

DWDV� WDQDK�\DQJ�GLWHUELWNDQ�OHPEDJD�KXNXP��%31��\DQJ�WHUGLUL�GLDWDV�VDWX�REMHN�

KDN�\DQJ�EHUWLQGLK�DQWDUD�VDWX�REMHN�WDQDK�VHEDJLDQ�DWDX�NHVHOXUXKDQ��\DQJ�GDSDW�

WHUMDGL�VXDWX�DNLEDW�KXNXP��'DODP�NRQWHNV�LQLODK�WHUMDGL�SHQGXGXNDQ�WDQDK�VHFDUD�

WLGDN�VDK�PHODOXL�DODW�EXNWL�EHUXSD�GRNXPHQ��VHUWLILNDW��\DQJ�EHOXP�GDSDW�GLMDPLQ�

NHSDVWLDQ� KXNXPQ\D�� 6HUWLILNDW�*DQGD� LQL� WHUMDGL� NDUHQD� VHUWLILNDW� WHUVHEXW� WLGDN�

GLSHWDNDQ�GDODP�SHWD�SHQGDIWDUDQ�WDQDK�DWDX�SHWD�VLWXDVL�GDHUDK�WHUVHEXW��$SDELOD�

SHWD�SHQGDIWDUDQ�WDQDK�DWDX�SHWD�VLWXDVL�SDGD�VHWLDS�.DQWRU�3HUWDQDKDQ�GLEXDW��GDQ�

DWDX�GLJDPEDU�VLWXDVL��VXUDW�XNXU�GLEXDW�GDODP�SHWD��PDND�NHPXQJNLQDQ�WHUMDGLQ\D�

VHUWLSLNDW�JDQGD�DNDQ�NHFLO�VHNDOL��3HPEDKDVDQ�GHILQLVL�PHQJHQDL�VHUWLILNDW�JDQGD�

VHEDJDLPDQD� WHODK� GLXUDLNDQ� GLDWDV� EDKZD� \DQJ� PHQGDVDUL� VHKLQJJD� WHUMDGLQ\D�

VHUWLILNDW� JDQGD� DGDODK� DNLEDW� GDUL� NHVDODKDQ� SHQFDWDWDQ� SDGD� VDDW� SHWXJDV�

PHODNXNDQ�SHQJXNXUDQ�GDQ�SHUSHWDDQ��DGDSXQ�KDO�VHUXSD�VHEDJDLPDQD�GLVHEXWNDQ�

6XJLDUWR�PHQJDWDNDQ�EDKZD�VHUWLILNDW�JDQGD�DGDODK�VHUWLILNDW�\DQJ�GLWHUELWNDQ�OHELK�

GDUL�VDWX�SDGD�VDWX�ELGDQJ�WDQDK�ROHK�.DQWRU�3HUWDQDKDQ��VHKLQJJD�PHQJDNLEDWNDQ�

DGD� NHSHPLOLNDQ� ELGDQJ� WDQDK� KDN� \DQJ� VDOLQJ� EHUWLQGLK�� VHOXUXKQ\D� DWDX�

VHEDJLDQ�14� 

0HQXUXW�$OL�$FKPDG�&KRP]DK�GDODP�EXNXQ\D��\DQJ�WLGDN�WHUPDVXN�GDODP�

NDWHJRUL�VHUWLILNDW�JDQGD�\DLWX�15� 

a. 6HUWLILNDW�\DQJ�GLWHUELWNDQ�VHEDJDL�SHQJJDQWL�VHUWLSLNDW�\DQJ�KLODQJ�� 

b. 6HUWLILNDW�\DQJ�GLWHUELWNDQ��VHEDJDL�SHQJJDQWL�VHUWLSLNDW�\DQJ�UXVDN�� 

c. 6HUWLILNDW�\DQJ�GLWHUELWNDQ��VHEDJDL�SHQJJDQWL�VHUWLSLNDW�\DQJ�GLEDWDONDQ�� 

 
14�$GULDQ�6XWHGL��������3HUDOLKDQ�+DN�$WDV�7DQDK�GDQ�3HQGDIWDUDQ��6LQDU�*UDILND��-DNDUWD�7LPXU��

KDO���� 
15�$OL�$KPDG�&KRPD]DK��2S�FLW���KDO����� 
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+DO� WHUVHEXW�GLNDUHQDNDQ�VHUWLILNDW�VHUWLILNDW�\DQJ�GLPDNVXG� �\DQJ�KLODQJ�� UXVDN�

DWDX�GLEDWDONDQ��WHODK�GLQ\DWDNDQ�GDQ�WLGDN�EHUODNX�VHEDJDL�WDQGD�EXNWL��6HUWLILNDW�

JDQGD� XPXPQ\D� WHUMDGL� SDGD� WDQDK� \DQJ� PDVLK� NRVRQJ� DWDX� EHOXP� GLEDQJXQ��

0XFXOQ\D�VHUWLILNDW�JDQGD�GLVHEDENDQ�ROHK�EHEHUDSD�KDO�VHEDJDL�EHULNXW�16� 

D� 6HZDNWX�GLODNXNDQ�SHQJXNXUDQ�DWDX�SHQHOLWLDQ�GLODSDQJDQ��SHPRKRQ�GHQJDQ�

VHQJDMD�DWDX�WLGDN�VHQJDMD�PHQXQMXNNDQ�OHWDN�WDQDK�GDQ�EDWDV�WDQDK�\DQJ�VDODK� 

E� $GDQ\D� VXUDW�EXNWL� DWDX�SHQJDNXDQ�KDN�\DQJ� WHUQ\DWD� WHUEXNWL�PHQJDQGXQJ�

NHWLGDN�EHQDUDQ��NHSDOVXDQ�DWDX�WLGDN�EHUODNX�ODJL�� 

F� 8QWXN�ZLOD\DK�\DQJ�EHUVDQJNXWDQ�EHOXP�WHUVHGLD�SHWD�SHQGDIWDUDQ�WDQDKQ\D� 

%DKZD�VHUWLILNDW�JDQGD�DGDODK�VXUDW�NHWHUDQJDQ�NHSHPLOLNDQ�\DQJ�GLSHUROHK�EDLN�

VHFDUD�VDK�DWDXSXQ�WLGDN�VDK�\DQJ�VHZDNWX�ZDNWX�GDSDW�PHQLPEXONDQ�VXDWX�DNLEDW�

KXNXP� �VHQJNHWD�� EDJL� VXEMHN� KDN� PDXSXQ� REMHN� KDN�� +DO� LQL� VHUWLILNDW� JDQGD�

DGDODK� VXUDW� EXNWL� NHSHPLOLNDQ� KDN� DWDV� WDQDK� \DQJ� GLWHUELWNDQ� ROHK� OHPEDJD�

KXNXP�%31�\DQJ� WHUELW� GLDWDV� VDWX� REMHN� KDN� \DQJ�EHUWLQGLK� DQWDUD� VDWX� REMHN�

WDQDK�VHEDJLDQ�DWDX�NHVHOXUXKDQ��\DQJ�GDSDW�WHUMDGL�VXDWX�DNLEDW�KXNXP�17 

 

&� 3HQ\HOHVDLDQ�6HQJNHWD�7DQDK 

 6HQJNHWD�DGDODK�VXDWX�VLWXDVL�GLPDQD�DGD�SLKDN�\DQJ�PHUDVD�GLUXJLNDQ�ROHK�

SLKDN�ODLQ��\DQJ�NHPXGLDQ�SLKDN�WHUVHEXW�PHQ\DPSDLNDQ�NHWLGDNSXDVDQ�LQL�NHSDGD�

SLKDN�NHGXD��-LND�VLWXDVL�PHQXQMXNNDQ�SHUEHGDDQ�SHQGDSDW��PDND�WHUMDGL�ODK�DSD�

\DQJ� GLQDPDNDQ� GHQJDQ� VHQJNHWD�� 0HQXUXW� NRQWHNV� KXNXP� NKXVXVQ\D� KXNXP�

 
16� 6XSUDQRZR�� ³6HUWLILNDW� GDQ� 3HUPDVDODKDQQ\D´�� 6HPLQDU� 1DVLRQDO� .HJXQDDQ� 6HUWLILNDW� GDQ�

3HUPDVDODKDQQ\D��<RJ\DNDUWD�����-XOL��������KDO��� 
17�8ULS�6DQWRVR��������3HUROHK�+DN�$WDV�7DQDK��.HQFDQD��%DQGXQJ��KDO����� 
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NRQWUDN��\DQJ�GLPDNVXG�GHQJDQ�VHQJNHWD�DGDODK�SHUVHOLVLKDQ�\DQJ� WHUMDGL�DQWDUD�

SDUD�SLKDN�NDUHQD�DGDQ\D�SHODQJJDUDQ�WHUKDGDS�NHVHSDNDWDQ�\DQJ�WHODK�GLWXDQJNDQ�

GDODP� VXDWX� NRQWUDN�� EDLN� VHEDJLDQ� PDXSXQ� NHVHOXUXKDQ�� 6HQJNHWD� WDQDK�

EHUGDVDUNDQ�3DVDO���D\DW�����SHUND�%31�1R���7DKXQ������� VHODQMXWQ\D� GLVHEXW�

VHQJNHWD�� DGDODK� VHQJNHWD� WDQDK� DQWDUD� RUDQJ� SULEDGL�� EDGDQ� KXNXP�� DWDX�

OHPEDJD�\DQJ�WLGDN�PHQLPEXONDQ�DNLEDW�\DQJ�EHUDUWL�18�.RQIOLN� NHSHQWLQJDQ� DWDV�

WDQDK� PHQLPEXONDQ� VHQJNHWD� WDQDK��3HUEDLND�SHQJJXQDDQ�GDQ�SHQJHORODDQ�WDQDK�

GLSHUOXNDQ�XQWXN�NHVHMDKWHUDDQ�PDV\DUDNDW�GDQ�VWDELOLWDV�KXNXP�19�%LVD�GLNDWDNDQ�

WHODK�WHUMDGL�ZDQSUHVWDVL�ROHK�SLKDN�SLKDN�DWDX�VDODK�VDWX�SLKDN�
 

3HQ\HOHVDLDQ� VHQJNHWD� DGDODK� VXDWX�SHQ\HOHVDLDQ�SHUNDUD�\DQJ�GLODNXNDQ�

DQWDUD�VDODK�VDWX�SLKDN�GHQJDQ�SLKDN�\DQJ�ODLQQ\D��3HQ\HOHVDLDQ�VHQJNHWD�WHUGLUL�

GDUL�GXD�FDUD�\DLWX�PHODOXL�OLWLJDVL��SHQJDGLODQ��GDQ�QRQ�OLWLJDVL��OXDU�SHQJDGLODQ���

3URVHV� SHQ\HOHVDLDQ� � VHQJNHWD� � PHODOXL� � OLWLJDVL� � PHUXSDNDQ� � VDUDQD� WHUDNKLU�

�XOWLPXP�UHPLGLXP��EDJL�SDUD�SLKDN�\DQJ�EHUVHQJNHWD�VHWHODK�SURVHV�SHQ\HOHVDLDQ�

PHODOXL�QRQ�OLWLJDVL�WLGDN�PHPEXDKNDQ�KDVLO� 

6HQJNHWD�WDQDK�DGDODK�NRQIOLN�DWDX�SHUVHOLVLKDQ�\DQJ�WLPEXO�DQWDUD�SLKDN�

SLKDN�\DQJ�EHUNHSHQWLQJDQ�WHUNDLW�GHQJDQ�KDN�DWDV�WDQDK��3HQ\HEDE�VHQJNHWD�WDQDK�

GDSDW� EHUYDULDVL�� WHUPDVXN� NHWLGDNMHODVDQ� EDWDV� WDQDK�� SHUVHOLVLKDQ� NHSHPLOLNDQ��

SHUXEDKDQ�VWDWXV�WDQDK��GDQ�ODLQ�VHEDJDLQ\D��3HQ\HOHVDLDQ�VHQJNHWD�WDQDK�XPXPQ\D�

GLODNXNDQ�PHODOXL�SURVHV�KXNXP�DFDUD�SHUGDWD��\DQJ�PHOLSXWL�JXJDWDQ��SHUVLGDQJDQ��

GDQ�SXWXVDQ�SHQJDGLODQ� 

 

18�6UL�0DKDUGLND��HW��DO��������3HQ\HOHVDLDQ�6HQJNHWD�7DQDK�0HODOXL�0HGLDVL�1RQ�/LWLJDVL��9RO����
1R�����-XUQDO�5HFKWHQ��KDO����� 

19�3XWX�'LYD�6XNPDZDWL��HW�DO�������+XNXP�$JUDULD�'DODP�3HQ\HOHVDLDQ�6HQJNHWD�7DQDK�'L�
,QGRQHVLD�9RO���1R����-XUQDO�,OPX�+XNXP�6XL�*HQHULV��KDO����� 
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 3HUDWXUDQ� 0HQWHUL� $JUDULD� GDQ� 7DWD� 5XDQJ�.HSDOD� %DGDQ� 3HUWDQDKDQ�

1DVLRQDO� 1RPRU� ��� 7DKXQ� ����� WHQWDQJ� 3HQDQJDQDQ� GDQ� 3HQ\HOHVDLDQ� 3HUNDUD�

3HUWDQDKDQ�PHQJDWXU�WHQWDQJ�SHQ\HOHVDLDQ�VHQJNHWD�SHUWDQDKDQ��0HQXUXW�XQGDQJ�

XQGDQJ�� SHUNDUD� SHUWDQDKDQ� DGDODK� SHUVHOLVLKDQ�� NRQIOLN�� DWDX� SHUVHOLVLKDQ� DWDV�

WDQDK� \DQJ� GLODSRUNDQ� NHSDGD� .HPHQWHULDQ� $JUDULD� GDQ� 7DWD� 5XDQJ�%DGDQ�

3HUWDQDKDQ� 1DVLRQDO�� NDQWRU� ZLOD\DK� %DGDQ� 3HUWDQDKDQ� 1DVLRQDO�� GDQ� NDQWRU�

SHUWDQDKDQ�VHVXDL�GHQJDQ�NHZHQDQJDQQ\D�XQWXN�SHQDQJDQDQ�GDQ�SHQ\HOHVDLDQQ\D�

VHVXDL� GHQJDQ� NHWHQWXDQ� SHUDWXUDQ� SHUXQGDQJ�XQGDQJDQ�� 6HQJNHWD� WDQDK� VHQGLUL�

GLEDJL�PHQMDGL�WLJD�NODVLILNDVL��\DLWX� 

D� .DVXV�EHUDW��PHOLEDWNDQ�EDQ\DN�SLKDN��GDSDW�GLDQJJDS�VHULXV�MLND�DVSHN�

KXNXPQ\D�FXNXS�NRPSOHNV��GDQ�DWDX�EHUSRWHQVL�PHQLPEXONDQ�PDVDODK�

VRVLDO��HNRQRPL��SROLWLN�GDQ�NHDPDQDQ� 

E� .DVXV� VHGDQJ��SLKDN�GLPHQVL�KXNXP�GDQ�DWDX�DGPLQLVWUDVLQ\D�FXNXS�

MHODV��MLND�GLWHWDSNDQ�SHQ\HOHVDLDQQ\D�PHODOXL�SHQGHNDWDQ�KXNXP�GDQ�

DGPLQLVWUDVL� WLGDN� PHQLPEXONDQ� JHMDOD� VRVLDO�� HNRQRPL�� SROLWLN�� GDQ�

NHDPDQDQ� 

F� .DVXV� ULQJDQ�� SHQJDGXDQ� DWDX� SHUPRKRQDQ� SHWXQMXN� \DQJ� PHPLOLNL�

VLIDW� WHNQLV� DGPLQLVWUDWLYH� GDQ� SHQ\HOHVDLDQQ\D� FXNXS� GHQJDQ� VXUDW�

SHWXQMXN�SHUEDQGLQJDQ�NH�SHPRKRQ�GDQ�SHQJDGX�20 

3URVHV�SHQ\HOHVDLDQ� VHQJNHWD�\DQJ�GLODNVDQDNDQ�PHODOXL�SHQJDGLODQ�DWDX�

\DQJ�VHULQJ�GLVHEXW�GHQJDQ�LVWLODK�³OLWLJDVL´��\DLWX�VXDWX�SHQ\HOHVDLDQ�VHQJNHWD�\DQJ�

 
20�3XWX�'LYD�6XNPDZDWL��HW�DO��2S�FLW��+DO����� 
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GLODNVDQDNDQ� GHQJDQ� SURVHV� EHUDFDUD� GL� SHQJDGLODQ� GL� PDQD� NHZHQDQJDQ� XQWXN�

PHQJDWXU�GDQ�PHPXWXVNDQQ\D�GLODNVDQDNDQ�ROHK�KDNLP��/LWLJDVL�PHUXSDNDQ�SURVHV�

SHQ\HOHVDLDQ�VHQJNHWD�GL�SHQJDGLODQ��GL�PDQD�VHPXD�SLKDN�\DQJ�EHUVHQJNHWD�VDOLQJ�

EHUKDGDSDQ�VDWX�VDPD�ODLQ�XQWXN�PHPSHUWDKDQNDQ�KDN�KDNQ\D�GL�PXND�SHQJDGLODQ��

+DVLO�DNKLU�GDUL�VXDWX�SHQ\HOHVDLDQ�VHQJNHWD�PHODOXL�OLWLJDVL�DGDODK�SXWXVDQ�\DQJ�

PHQ\DWDNDQ�ZLQ�ORVH�VROXWLRQ� 

3URVHGXU� GDODP� MDOXU� OLWLJDVL� LQL� VLIDWQ\D� OHELK� IRUPDO� GDQ� WHNQLV��

PHQJKDVLONDQ�NHVHSDNDWDQ�\DQJ�EHUVLIDW�PHQDQJ�NDODK��FHQGHUXQJ�PHQLPEXONDQ�

PDVDODK� EDUX�� ODPEDW� GDODP� SHQ\HOHVDLDQQ\D�� PHPEXWXKNDQ� ELD\D� \DQJ� PDKDO��

WLGDN� UHVSRQVLI� GDQ� PHQLPEXONDQ� SHUPXVXKDQ� GLDQWDUD� SDUD� SLKDN� \DQJ�

EHUVHQJNHWD�� .RQGLVL� LQL� PHQ\HEDENDQ� PDV\DUDNDW� PHQFDUL� DOWHUQDWLI� ODLQ� \DLWX�

SHQ\HOHVDLDQ� VHQJNHWD�GL� OXDU� SURVHV�SHUDGLODQ� IRUPDO�� 3HQ\HOHVDLDQ� VHQJNHWD�GL�

OXDU� SURVHV� SHUDGLODQ� IRUPDO� LQL� \DQJ� GLVHEXW� GHQJDQ� ³$OWHUQDWLYH� 'LVSXWH�

5HVROXWLRQ´�DWDX�$'5� 
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'� +DVLO�+DVLO�3HQHOLWLDQ�7HUGDKXOX 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Rumusan 

Masalah 

Simpulan Penelitian 
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1.  Alisiza Nur 

Aziyah 

Tahun 2021 

Penyelesaian 

Terhadap 

Sertifikat 

Tanah Ganda 

Di Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten 

Grobogan 

1.  Faktor-faktor 

apa saja yang 

menjadi 

penyebab 

terbitnya 

sertifikat tanah 

ganda di Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten 

Grobogan?  

2. Bagaimana 

penyelesaian 

terhadap 

sertifikat tanah 

ganda di Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten 

Grobogan?  

 

Faktor-faktor penyebab 

timbulnya seryipikat tanah 

ganda yaitu Kesalahan 

pemilik tanah, karena tidak 

merawat tanahnya dengan 

baik dan menggunakannya 

dengan cara yang tidak 

efisien, sehingga akhirnya 

diambil alih oleh orang lain 

dan kemudian digunakan oleh 

orang lain yang merasa tidak 

ada pemilik atau pemiliknya, 

batas-batas tanah tidak 

dipelihara dengan baik, 

pemilik tanah tidak 

mengetahui secara tepat letak 

tanahnya, Adanya sengketa 

warisan, Pengakuan 

kepemilikan yang dilandasi 

penemuan surat-surat lama, 

proses terbitnya sertifikat 

tanah yang tidak sempurna, 

pelaksanaan pengukuran yang 

dilakukan mengabaikan 

ketentuan yang berlaku, 

ketidaktelitian dan ketidak 

cermatan petugas pertanahan 

dalam melakukan pengecekan 

dan penelitian terhadap tanah 

yang dimohonkan, adanya 
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kesengajaan atau itikad tidak 

baik dari pemohon, serta dari 

faktor emerintah setempat 

yaitu kelurahan atau desa 

terkadang tidak mempunyai 

data mengenai tanah- tanah 

yang sudah disertifikatkan 

dan sudah ada penguasaannya 

atau data yang tidak valid.. 
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2  Andhini 

Septiana, Ery 

Agus 

Priyono, 

Mira Novana 

Ardani, 

Islamiyati 

 Analisis 

Putusan No. 

88/Pdt.G/202

1/PN Jember 

Tentang 

Kewajiban 

Tergugat 

Terhadap 

Perbuatan 

Melawan 

Hukum Pada 

Penggunaan 

Tanah 

Bersertifikat 

Ganda 

1. Apakah 

faktor-

faktor yang 

dapat 

menyebabk

an 

timbulnya 

Sertifikat 

Ganda Hak 

Atas Tanah 

di Kota 

Jambi? 

2. Bagaimana 

penyelesaia

n perkara 

sengketa 

tanah 

bersertifika

t ganda di 

lingkungan 

hukum 

Pengadilan 

Negeri 

Jambi 

 

 

 

Bahwa rangkaian tindakan 

tergugat yang dianggap 

sebagai perbuatan melawan 

hukum, masa sesuai dengan 

unsur akhir pada Pasal 1365 

KUHPerdata menimbulkan 

akibat hukum pada para 

tergugat untuk secara 

bersama-sama melakukan 

ganti rugi. Bentuk ganti rugi 

uang sesuai dengan kerugian 

nyata yang diterima pihak 

lain, di mana pihak lain 

menjadi tidak dapat 

melakukan penguasaan atas 

tanahnya. Kewajiban yang 

dibebankan pada tergugat, 

terutama Tergugat IV yakni 

pengembalian mengarah 

kepada keadaan semula 

dengan mengembalikan 

seluruh sertifikat ganda 

kepada pihak Badan 

Pertanahan Kota Jambi serta 

mengembalikan tanah milik 

penggugat yang diambil 

seluas 1.825 m2 ( seribu 

delapan ratus dua puluh lima 

meter persegi) atau dengan 

cara membeli tanah milik 
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penggugat secara sah 

terhadap tanah yang telah 

diambil dengan 

membayarkan sejumlah 

Rp192.500.000,00. Ganti 

rugi lainnya berupa 

pernyataan Majelis Hakim 

bahwa tindakan Para 

Tergugat secara sah 

dipandang sebagai 

Perbuatan Melawan Hukum. 

3 Muham

mad 

Aminull

ah  

Penyelesaian 

Perkara 

Sengketa Tanah 

Bersertifikat 

Ganda Di 

Lingkungan 

Hukum 

Pengadilan 

Negeri Jambi 

 

1. Apakah 

penguasa

an tanah 

oleh 

pihak-

pihak 

tertentu 

di Desa 

Depok 

merupaka

n 

IDNWRU�IDNWRU� \DQJ� GDSDW�

PHQ\HEDENDQ� WLPEXOQ\D�

VHUWLILNDW� JDQGD� +DN� $WDV�

7DQDK� GL� .RWD� -DPEL� \DLWX�

IDNWRU� NHVDODKDQ� GDODP�

SHQJXNXUDQ�� 3HMDEDW� WLGDN�

PHPHULNVD� DGD� WLGDNQ\D�

VHUWLILNDW� KDN�PLOLN� DWDV� WDQDK�

VHEHOXPQ\D�� .XUDQJ� WHOLWL�

PHPHULNVD�GDWD� ILVLN�GDQ�GDWD�

\XULGLV�� WLGDN� DGDQ\D� SHWD�
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perbuatan 

melawan 

hukum 

atas tanah 

negara 

bekas 

Agrarisch 

Eigendo

m?  

2. Apakah 

pihak-

pihak 

yang 

terlibat 

dalam 

penguasa

an tanah 

di Desa 

Depok 

telah 

memenuh

i 

kewajiba

n hukum 

mereka 

terkait 

perbuatan 

melawan 

hukum 

atas tanah 

WDQDK�� 7LGDN� GLWHUDSNDQQ\D�

DVDV� GHOLPLQDVL� NRQWUDGLNWXU��

7LGDN� GLODNXNDQQ\D�

SHQJXPXPDQ� GL� NDQWRU� GHVD�

VHODPD����KDUL�� 
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negara?  

 

3. Bagaimana 

dampak sosial 

dan lingkungan 

dari perbuatan 

melawan 

hukum atas 

tanah negara di 

Desa Depok?  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3HQHOLWLDQ� KXNXP� PHUXSDNDQ� VXDWX� NHJLDWDQ� LOPLDK� \DQJ� GLGDVDUNDQ� SDGD�

PHWRGH�� VLVWHPDWLND� VHUWD� SHPLNLUDQ� WHUWHQWX� \DQJ� PHPSXQ\DL� WXMXDQ� XQWXN�

PHPSHODMDUL� VDWX� PDXSXQ� EHEHUDSD� JHMDOD� KXNXP� WHUWHQWX�� GHQJDQ� MDODQ�

PHQJDQDOLVLVQ\D��21 

$GDSXQ� PHWRGH� SHQHOLWLDQ� \DQJ� GLJXQDNDQ� ROHK� SHQXOLV� GDODP� SHQXOLVDQ�

KXNXP�LQL�DGDODK�VHEDJDL�EHULNXW� 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam pnelitian ini adalah 

penelitiian hukum normatif. Penelitian ini merupakan studi kasus yang 

menggunakan pendekatan analitis. Studi kasus dipilih karena akan meneliti 

kasus tertentu yang signifikan dalam konteks perselisihan hak atas tanah di 

Surabaya, sementara pendekatan analisis digunakan untuk menganalisis 

secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

629/PDT.G/2012/PN SBY. 

B. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan secara detail konteks, karakteristik, dan peristiwa 

terkait sengketa tanah di Jalan Jemursari Selatan V. Sementara itu, sifat 

 
21�-XOLDUGL��%���5XQWXQXZX��<��%��GNN������� 0HWRGH�SHQHOLWLDQ�KXNXP��&9��*LWD�/HQWHUD��KDO���� 
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analitis digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negari Surabaya 

dalam perspektif hukum dan dampaknya terhadap kasus tersebut. 

C. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu, 

pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach) yang dianggap relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

Pendekatan undang-undang (statute approach) digunakan karena dalam 

penelitian ini peneliti berangkat dari analisis terhadap sengketa adanya 

sertifikat ganda yang dikaitkan dengan pengaturan dalam  Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) 

digunakan dalam kasus adanya sengketa sertifikat tanah ganda di  

Pengadilan Negeri Surabaya dengan melahirkan dengan Putusan No : 

629/Pdt.G/2012/PN.SBY. Kemudian pendekatan konseptual (conceptual 

approach) adalah pendekatan penelitian hukum didasarkan pada pandangan 

dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual 

disini untuk memecahkan isu hukum yang sedang di teliti. 

D. Sumber data 

Sumber Data Penelitian Data yang diperoleh pada penelitian ini 

bersumber dari data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai 

berikut:  
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1. Sumber Data Primer berupa Putusan Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 629//PDT.G/2012/PN SBY yang kemudian akan 

dianalisis menggunakan pasal yang digunakan hakim dalam memeriksa 

perkara tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum yang tertuang 

di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

2. Sumber Data Sekunder yang dibagi menjadi tiga, yaitu:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat 

mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.22 

Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan pada 

penelitian ini:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 

Agraria.  

4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

5) Putusan 629//PDT.G/2012/PN SBY. (pindah nomor 5, lainnya 

naik)  

 
22�%DPEDQJ�6XQJJRQR��������0HWRGRORJL�3HQHOLWLDQ�+XNXP��37�5DMD�*UDILQGR�3HUVDGD���-DNDUWD��

KDO����� 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer.23 Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 

buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet, dan 

informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder.24 Bahan hukum tersier yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi 

kepustakaan dengan analisis dokumen dan putusan pengadilan, serta 

menggunakan pengumpulan data melalui internet untuk mempermudah 

dalam menganalisis kasus. 

F. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan 

ialah mengolah atau menganalisis data. Teknik analisis bahan hukum yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi dan silogisme. 

 
23�,ELG 
24�%DPEDQJ�6XQJJRQR��������0HWRGRORJL�3HQHOLWLDQ�+XNXP��37�5DMD�*UDILQGR�3HUVDGD���-DNDUWD��

KDO����� 
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Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum 

yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang 

agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa 

tertentu.25 Adapun berdasarkan dasar penemuan hukum oleh hakim terdapat 

beberapa jenis interpretasi, diantaranya: interpretasi gramatikal yaitu 

penafsiran berdasarkan bahasa, Interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu 

penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan, peraturan perundang-

undangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang baru, penafsiran 

sistematis adalah dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari 

keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungnya 

dengan undang-undang lain. Interpretasi Historis yaitu makna undang-

undang dapat dijelaskan dan ditafsirkan dengan jalan menelusuri sejarah 

yang terjadi. Ada dua jenis interpretasi sejarah, diantaranya penafsiran 

menurut sejarah undang-undang  dan penafsiran menurut sejarah hukum. 

Berikutnya ada penafsiran komparatif yaitu interpretasi yang hendak 

memperoleh penjelasan dengan jalan memperbandingkan hukum, 

interpretasi futuristik merupakan metode penafsiran yang bersifat antisipatif 

yaitu hendak memperoleh penjelasan dari ketentuan perundang-undangan 

dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan 

hukum.  

 
25�+DVLEXDQ��+��/���	�1VW��$��+��������0HWRGH�3HQDIVLUDQ�+XNXP�6HEDJDL�$ODW�0HQFDUL�.HDGLODQ�

+DNLNL� -XUQDO�/HJLVLD� �������KDO��������� 
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Silogisme adalah metode argumentasi yang konklusinya diambil 

dari premis-presmis yang menyatakan permasalahan yang berlainan.26 

Dalam mengambil konklusi harus terdapat sandaran untuk berpijak. 

Sandaran umum dihubungkan dengan permasalahan yang lebih khusus 

melalui istilah yang ada pada keduanya. Adapun silogisme yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah silogisme deduksi. Logika deduksi adalah pola 

berpikir dari yang umum kepada yang khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26�:HUXLQ��8��8��������/RJLND��3HQDODUDQ��GDQ�$UJXPHQWDVL�+XNXP� -XUQDO�.RQVWLWXVL� �������KDO�
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Penyelesaian perkara sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Negeri Surabaya 

%HUGDVDUNDQ� SDGD� SUDNWLNQ\D� SHQ\HOHVDLDQ� WHUKDGDS� VHQJNHWD� VHUWILNDW�

JDQGD� EXNDQ� KDQ\D� GLODNXNDQ� ROHK� %DGDQ� 3HUWDQDKDQ� 1DVLRQDO� WHWDSL� MXJD� ELVD�

GLVHOHVDLNDQ�ROHK�OHPEDJD�3HUDGLODQ�8PXP�GDQ�3HUDGLODQ�7DWD�8VDKD�1HJDUD��-LND�

GL�3HUDGLODQ�8PXP� OHELK�PHQLWLNEHUDWNDQ�NHSDGD�KDO�KDO�PHQJHQDL�SHUGDWD� GDQ�

SLGDQD�GDODP�VHQJNHWD�SHUWDQDKDQ��ODLQ�KDOQ\D�GHQJDQ�3HUDGLODQ�7DWD�8VDKD�1HJDUD�

\DQJ�PHQ\HOHVDLNDQ�VHQJNHWD�SHUWDQDKDQ�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�VXUDW�NHSXWXVDQ�\DQJ�

GLNHOXDUNDQ� ROHK� %DGDQ� 3HUWDQDKDQ� 1DVLRQDO� DWDX� SHMDEDW� GDHUDK� ODLQQ\D� \DQJ�

EHUNDLWDQ� GHQJDQ� WDQDK�� 6DDW� LQL� NHEDQ\DNDQ� VHQJNHWD� SHUWDQDKDQ� GDODP� KDO�

VHUWLILNDW�JDQGD�GDSDW�GLVHOHVDLNDQ�VHFDUD�ODQJVXQJ�ROHK�SLKDN�GHQJDQ�PXV\DZDUDK�

\DQJ�GLODNXNDQ�GL� OXDU�SHQJDGLODQ�GHQJDQ�DWDX� WDQSD�PHGLDWRU��GLPDQD�PHGLDWRU�

ELDVDQ\D� GDUL� SLKDN�SLKDN� \DQJ� PHPLOLNL� SHQJDUXK� PLVDOQ\D� NHSDOD� GHVD�OXUDK��

NHWXD� DGDW� VHUWD� SDVWLQ\D� %DGDQ� 3HUWDQDKDQ� 1DVLRQDO�� 6HODQMXWQ\D� SHQ\HOHVDLDQ�
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VHQJNHWD�PHODOXL�EDGDQ�SHUDGLODQ��PLVDOQ\D�VHQJNHWD�VHUWLILNDW�JDQGD�\DLWX�PHODOXL�

3HUDGLODQ�1HJHUL� 

3HQ\HOHVDLDQ�PHODOXL� 3HQJDGLODQ�� GLODNXNDQ� DSDELOD� XVDKD�XVDKD� PHGLDVL�

PHQJDODPL� MDODQ� EXQWX�� DWDX� WHUQ\DWD� DGD�PDVDODK�PDVDODK� SULQVLSLO� \DQJ� KDUXV�

GLVHOHVDLNDQ�ROHK�LQVWDQVL�ODLQ�\DQJ�EHUZHQDQJ��PLVDOQ\D�SHQJDGLODQ��PDND�NHSDGD�

SDUD� SLKDN� GLVDUDQNDQ� XQWXN� PHQJDMXNDQ� PDVDODKQ\D� NH� SHQJDGLODQ�� -DGL� SDGD�

XPXPQ\D� VLIDW� GDUL� VHQJNHWD� LQL� DGDODK� NDUHQD� DGDQ\D� SHQJDGXDQ� \DQJ�

PHQJDQGXQJ�SHUWHQWDQJDQ�KDN�DWDV�WDQDK�PDXSXQ�KDN�KDN�ODLQ�DWDV�VXDWX�NHWHWDSDQ�

\DQJ� PHUXJLNDQ� GLULQ\D�� $NKLU� SHQ\HOHVDLDQ� WHUVHEXW� VHQDQWLDVD� KDUXV�

PHPSHUKDWLNDQ� DWDX� VHODOX� PHQGDVDUNDQ� NHSDGD� SHUDWXUDQ� \DQJ� EHUODNX��

PHPSHUKDWLNDQ�NHVHLPEDQJDQ�NHSHQWLQJDQ�NHSHQWLQJDQ�SDUD�SLKDN��PHQHJDNNDQ�

NHDGLODQ�KXNXPQ\D�VHUWD�SHQ\HOHVDLDQ� LQL�GLXVDKDNDQ�KDUXV� WXQWDV��3HQ\HOHVDLDQ�

VHQJNHWD� PHODOXL� SHQJDGLODQ� PHUXSDNDQ� EHQWXN� SHQ\HOHVDLDQ� VHQJNHWD� \DQJ�

PHQJKDVLONDQ�NHSXWXVDQ� �YRQQLV��\DQJ�EHUVLIDW�PHPEHQDUNDQ�DWDX�PHQ\DODKNDQ�

VDODK� VDWX� SLKDN� \DQJ�EHUSHUNDUD��+DO� WHUVHEXW� GL� DWDV� WHUMDGL� NDUHQD� SHQJDGLODQ�

GLEHUL� NHNXDVDDQ� XQWXN� PHQHWDSNDQ� VLDSD� \DQJ� EHQDU� GDQ� VDODK�� 3HQ\HOHVDLDQ�

VHQJNHWD�PHODOXL�SHQJDGLODQ�EXNDQODK�VXDWX�SDNVDDQ�ROHK�NDUHQD�XQGDQJ�XQGDQJ�

PHPEROHKNDQ�SLKDN�\DQJ�EHUVHQJNHWD�PHQ\HOHVDLNDQ�VHQJNHWD�GL�OXDU�SHQJDGLODQ�

GHQJDQ�FDUD�SHUGDPDLDQ� 

3HUDGLODQ� 1HJHUL� VHEDJDL� VDODK� VDWX� SHODNVDQD� NHNXDVDDQ� NHKDNLPDQ�

PHPSXQ\DL� WXJDV� SRNRN� XQWXN� PHQHULPD�� PHPHULNVD�� GDQ� PHQJDGLOL� VHUWD�

PHQ\HOHVDLNDQ�VHWLDS�SHUNDUD�\DQJ�GLDMXNDQ�NHSDGDQ\D�JXQD�PHQHJDNNDQ�KXNXP�

GDQ�NHDGLODQ�EHUGDVDUNDQ�3DQFDVLOD�GDQ�8QGDQJ�8QGDQJ�'DVDU�1HJDUD�5HSXEOLN�
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,QGRQHVLD�7DKXQ�������8QGDQJ�8QGDQJ�1RPRU����7DKXQ������7HQWDQJ�.HNXDVDQ�

.HKDNLPDQ� PHQMHODVNDQ� EDKZD� VHWLDS� KDNLP� VHEHOXP� PHPXWXV� SHUNDUD� ZDMLE�

PHQ\DPSDLNDQ�SHUWLPEDQJDQ�DWDX�SHQGDSDW�WHUWXOLV�WHUKDGDS�SHUNDUD�\DQJ�VHGDQJ�

GLSHULNVD��+DO� LQL�PHUXSDNDQ�EDJLDQ� WLGDN� WHUSLVDKNDQ�GDUL� VHEXDK�SXWXVDQ�\DQJ�

GLKDVLONDQ� GDUL� OHPEDJD� SHUDGLODQ� \DQJ� GLDWXU� GDODP� NHWHQWXDQ� SDGD� 3DVDO� ���

8QGDQJ�8QGDQJ�1RPRU����7DKXQ������7HQWDQJ�.HNXDVDDQ�.HKDNLPDQ� 

3HUVHOLVLKDQ�KDN�DWDV�WDQDK�VHULQJNDOL�PHQMDGL�PDVDODK�\DQJ�NRPSOHNV�GDQ�

PHPHQJDUXKL� EDQ\DN� DVSHN� GDODP� NHKLGXSDQ� PDV\DUDNDW�� NKXVXVQ\D� GDODP�

NRQWHNV� SHUWDQDKDQ� GL� ,QGRQHVLD�� .RQGLVL� PDV\DUDNDW� \DQJ� KHWHURJHQ� GHQJDQ�

EHUDJDP�NHSHQWLQJDQ�GDQ�NODLP�DWDV� WDQDK��SHQ\HOHVDLDQ�VHQJNHWD� WDQDK�PHODOXL�

SURVHV�SHUDGLODQ�PHQMDGL�VDQJDW�SHQWLQJ�XQWXN�PHQMDPLQ�NHDGLODQ�GDQ�NHWHUWLEDQ�

KXNXP� 

6DODK�VDWX�NDVXV�\DQJ�PHQDULN�XQWXN�GLDQDOLVLV�DGDODK�3XWXVDQ�3HQJDGLODQ�

1HJDUL�6XUDED\D�1RPRU�����3GW�*������31�6E\�\DQJ�PHOLEDWNDQ� VHQJNHWD�KDN�

DWDV�WDQDK�GL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�9��.RWD�6XUDED\D��'DODP�NDVXV�LQL��WHUGDSDW�

NRQIOLN�DQWDUD�SLKDN�SLKDN�\DQJ�PHQJNODLP�NHSHPLOLNDQ�DWDV�WDQDK�WHUVHEXW��3LKDN�

\DQJ� WHUNDLW�DGDODK�3LQWDUGMR�6RHOWDQ�6HSRHWUR�VHEDJDL�3HQJJXJDW� ,�GDQ�1\RQ\D�

-DQGD�0XPDKKDLPDZDWL�VHEDJDL�3HQJJXJDW�,,�PHODZDQ�1\RQ\D�5RFKDGLQL�VHEDJDL��

7HUJJDW� ,�� 1XUWMDKMR� +DUL� 3RHUQRPPR� VHEDJDL� 7HUJXJDW� ,,�� 7KLH� %XWMH� 6XWHGMD�

VHEDJDL� 7HUJXJDW� ,,,�� 1RWDULV�33$7� 1\�� 0XWLD� +DU\DQL� VHEDJLQ7HUJXJDW� ,9��

1RWDULV�33$7� .RWD� 6XUDED\D� 2OLYLD� 6KHUOLQH� :LUDQWR� VHEDJDL� 7HUJXJDW� 9� GDQ�

.DQWRU�%31�.RWD�6XUDED\D�VHEDJDL�7HUJXJDW�9,��3URVHV�SHUDGLODQ�PHQMDGL�VDUDQD�
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XQWXN� PHQFDUL� VROXVL� \DQJ� DGLO� GDQ� OHJDO� GDODP� SHQ\HOHVDLDQ� NRQIOLN� WHUVHEXW��

%HULNXW�SHUPRKRQDQ�SHPRKRQ�\DQJ�GLNDEXONDQ��� 

%DKZD�5�� 6DEDUMRWR� \DQJ� GLVHEXW� MXJD� 5��6DEDU\RWR� �DOPDUKXP�� VXDPL�

7HUJXJDW� ,�GDQ�D\DK�7HUJXJDW� ,,� VHODLQ�GLEHUL� WXJDV�ROHK�6HNUHWDULV�'DHUDK� -DZD�

7LPXU�XQWXN�PHQJXUXV�VXUDW�VXUDW�WDQDK�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�

'35�5,�GDQ�'35'�7LQJNDW�,�-DZD�7LPXU�MXJD�WHUPDVXN�VDODK�VDWX�SHPLOLN�SHUVLO�

GDODP�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�'35�5,�GDQ�'35'�7LQJNDW�,�-DZD�7LPXU��QDPDQ\D�

WHUWXOLV�WHUFDWDW�SDGD�6HUWLILNDW�,QGXN� �+DN� 0LOLN�1RPRU����'HVD�-HPXUZRQRVDUL���

0HPLOLNL����GXD��ELGDQJ�NDYHOLQJ�WDQDK��GDIWDU�XUXW�1RPRU����OHWDN�NDYHOLQJ�WDQDK�

GL�GHQDK�1RPRU����OXDV�WDQDKQ\D�������P��WHODK�WHUELW�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU�

����'HVD� -HPXUZRQRVDUL��*DPEDU�6LWXDVL�1RPRU� ����� WDQJJDO���� 0DUHW� �����

DWDV� QDPD� 1\�� 5RFKDGLQL� 6DEDUMRWR� �7HUJXJDW� ,��� WHODK�EHUDOLK�NHSDGD�'U��1\��

6RHPDQWUL� LVWUL�'U�� 1RUDFKPDQ�EHUGDVDUNDQ�$NWD� -XDO�%HOL� WDQJJDO� ��� 'HVHPEHU�

������ 1RPRU� �������������� \DQJ� GLEXDW� ROHK� 1RWDULV�33$7� .RWD� 6XUDED\D� 5��

6RHELRQR�6HODQMXWQ\D� EHUDOLK� ODJL� NHSDGD� 9LFWRU� 6XQDUMR� EHUGDVDUNDQ�$NWD� -XDO�

%HOL� WDQJJDO� �� 0HL� ����� 1RPRU� ����OO�� :RQRFROR������ \DQJ� GLEXDW� ROHK�

1RWDULV�33$7�1RRU�,UDZDWL��6�+��'DQ�OHWDN�NDYHOLQJ�WDQDK�\DQJ�GL�GHQDK�1RPRU����

OXDV� WDQDKQ\D� ������ P�� WHODK� WHUELW� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1RPRU� ����'HVD�

-HPXUZRQRVDUL�� *DPEDU� 6LWXDVL� WDQJJDO� ��� 0DUHW� ������ 1RPRU� ����'HVD�

-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�1\�� 5RFKDGLQL� 6DEDUMRWR� �7HUJXJDW� ,��� WHODK� GLDOLKNDQ�

NHSDGD� ,U�� ,VPX�6XGDUWR�EHUGDVDUNDQ�$NWD� -XDO�%HOL� WDQJJDO����'HVHPEHU������

1RPRU���������������\DQJ�GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�5��6RHELRQR��

6HODQMXWQ\D�SDGD�WDQJJDO����'HVHPEHU������GLKLEDKNDQ�EHUGDVDUNDQ�$NWD�+LEDK�
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1RPRU���������\DQJ�GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�3UDWLWL�:LZLHWLDQ\��

6�+�� %HUGDVDUNDQ� XUDLDQ� GL� DWDV� GDSDW� GLVLPSXONDQ� EDKZD�� VHMDN� WDQJJDO� ���

'HVHPEHU������7HUJXJDW�,�GDQ�7HUJXJDW�,,�VXGDK�WLGDN�PHPLOLNL�NDYHOLQJ�WDQDK�ODJL�

GL�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�'35�5,�GDQ�'35'�7LQJNDW�,,�-DZD�7LPXU�� 

%HUGDVDUNDQ� XUDLDQ� GL� DWDV� GDSDW� GLVLPSXONDQ� EDKZD�� VHMDN� WDQJJDO� ���

'HVHPEHU������7HUJXJDW�,�GDQ�7HUJXJDW�,,�VXGDK�WLGDN�PHPLOLNL�NDYHOLQJ�WDQDK�ODJL�

GL�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�'35�5,�GDQ�'35'�7LQJNDW�,,�-DZD�7LPXU��7HUJXJDW�9,�

�1RWDULV�33$7� 1\�� 0XWLD� +DU\DQL�� 6�+�� GDVDU� KXNXP� GDUL� VHJL� PDQD� ELVD�

PHPEXDWNDQ� $NWD� 3HUQ\DWDDQ� 3HUVHWXMXDQ� GDQ� 3HPEHULDQ� .XDVD� 1RPRU� �����

WDQJJDO����$JXVWXV������\DQJ� LVLQ\D�7HUJXJDW� ,�GDQ�7HUJXJDW� ,,�PHPEHUL�NXDVD�

NHSDGD�7HUJXJDW�,,,�XQWXN�PHQMXDO�WDQDK�GDODP�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�'35�5,�GDQ�

'35'�7LQJNDW�,�-DZD�7LPXU�VHOXDV��������P���GHQJD�NURQRORJL�VHEDJDL�EHULNXW� 

�� %DKZD� 7HUJXJDW� ,9� WHODK� FHURERK�� ODODL�� GDQ� WLGDN� PHQFHUPDWL� GHQJDQ�

VHNVDPD�GDQ�WHOLWL�QDPD�QDPD�SHPHJDQJ�+DN�\DQJ�WHUWXOLV�WHUGDIWDU�GDODP�

6HUWLILNDW�,QGXN��+DN�0LOLN�1RPRU����'HVD�-HPXUZRQRVDUL��GDQ�LVL�$NWD�

-XDO�%HOL�GDUL�3HMDEDW�3HPEXDW�$NWD�7DQDK�&DPDW�:RQRFROR�WDQJJDO����-XOL�

�����1RPRU�����:17������\DQJ�EXQ\LQ\D�EDKZD� OHWNRO� �/��6DEUDUMRWR�

GDODP�KDO�LQL�EHUWLQGDN�XQWXN�GLUL�VHQGLUL�GDQ�DWDV�QDPD�SDUD�$QJJRWD�'35'�

7LQJNDW�,�-DZD�7LPXU�GDQ�'35�5,��-DGL�VXGDK�MHODV�EDKZD�6HUWLILNDW�,QGXN�

.RPSOHN� 3HUXPDKDQ� '35'� 7LQJNDW� ,� -DZD� 7LPXU� GDQ� '35� 5,�

VHEDJDLPDQD�\DQJ�WHODK�WHUXUDL�GDODP�6+0�1RPRU����'HVD�-HPXUZRQRVDUL�

EXNDQ� PLOLN� SULEDGL� VXDPL� 7HUJXJDW� ,� GDQ� D\DK� 7HUJXJDW� ,,� �$OPDUKXP�

/HWNRO�71,�$/�6DEDUMRWR�GLVHEXW� MXJD�6DEDU\RWR��\DQJ�GDSDW�GLZDULVNDQ�
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NHSDGD� SDUD� DKOL� ZDULVQ\D�� \DLWX� 7HUJXJDW� ,� GDQ� 7HUJXJDW� ,,�� VHGDQJNDQ�

3HQHWDSDQ�3HQJDGLODQ�1HJHUL�6XUDED\D�'DIWDU�1RPRU������3GW�3������31�

6E\��WDQJJDO����1RYHPEHU�������\DQJ�PHPEHUL�L]LQ�NHSDGD�3HPRKRQ�VXDPL�

7HUJXJDW� ,� GDQ� 7HUJXJDW� ,,� �$OPDUKXP� /HWNRO� $/� 6DEDUMRWR�� XQWXN�

PHODNXNDQ� SHPLVDKDQ� GDQ� SHPEDJLDQ� 6HUWLILNDW� ,QGXN� 1RPRU� ���'HVD�

-HPXUZRQRVDUL��NHSDGD�SHPLOLN�SHUVLO�NDYHOLQJ�WDQDK�\DQJ�QDPDQ\D�WHUWXOLV�

GDODP�6HUWLILNDW� ,QGXN� \DQJ�EHOXP�GLPLQWDNDQ� SHPHFDKDQ� GDUL� VHUWLILNDW�

LQGXN� 

�� $NWD�3HUQ\DWDDQ�3HUVHWXMXDQ�GDQ�3HPEHULDQ�.XDVD�1RPRU������WDQJJDO����

$JXVWXV������\DQJ�GLEXDW�ROHK�7HUJXJDW�,9��1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�

1\RQ\D�0XWLD�+DU\DQL��6�+��\DQJ�PHQ\HEXWNDQ�7HUJXJDW�,�GDQ�7HUJXJDW�,,�

PHPEHUL� NXDVD� NHSDGD� 7HUJXJDW� ,,,� �7KLH� %XWMH� 6XWHGMD�� XQWXN� PHQMXDO�

WDQDK�GL�GDODP�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�'35'�7LQJNDW�,�-DZD�7LPXU�GDQ�'35�

5,� �6+0�1RPRU� ���'HVD� -HPXUZRQRVDUL�� VHOXDV� �������P�� �OLPD�EHODV�

ULEX�PHWHU�SHUVHJL�� WLGDN�PHPSXQ\DL�DODV�KDN�GDQ�GDVDU�KXNXPQ\D�\DQJ�

PHUXSDNDQ�SHUEXDWDQ�PHODZDQ�KXNXP��NDUHQD�WDQSD�DGD�SHUVHWXMXDQ�GDUL�

SDUD�SHPLOLN�NDYHOLQJ�WDQDK�GL�GDODP�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�'35'�7LQJNDW�

,�-DZD�7LPXU�GDQ�'35�5,��\DQJ�QDPD�QDPDQ\D�WHUWXOLV�WHUFDWDW�GDODP�6+0�

1RPRU����'HVD�-HPXUZRQRVDUL��VHKLQJJD�VHPXD�SHPLVDKDQ�6+0�1RPRU�

���'HVD�-HPXUZRQRVDUL�\DQJ�GLDMXNDQ�ROHK�7HUJXJDW� ,,,�NHSDGD�7HUJXJDW�

9,� �.HSDOD� .DQWRU� 3HUWDQDKDQ� .RWDPDG\D� 6XUDED\D�� DWDV� GDVDU� $NWD�

3HUQ\DWDDQ� 3HUVHWXMXDQ� GDQ� 3HPEHULDQ� .XDVD� 1RPRU� ���� WDQJJDO� ���

$JXVWXV������\DQJ�GLEXDW�ROHK�7HUJXJDW�,9��1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�
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1\RQ\D�0XWLD�+DU\DQL��6�+��GDQ�$NWD�3HPEDJLDQ�+DN�%HUVDPD�1RPRU����

GDQ�1RPRU����\DQJ�GLEXDW�ROHK�7HUJXJDW�9��1RWDULV�33$7�2OLYLD�6KHUOLQH�

:LUDWQR��6�+��PHUXSDNDQ�SHUEXDWDQ�PHODZDQ�KXNXP�GDQ�KDUXV�GLQ\DWDNDQ�

WLGDN�EHUNHNXDWDQ�KXNXP�WHWDS�GDQ�EDWDO�GHPL�KXNXP� 

�� 7HUJXJDW� ,,,� WHODK� PHQJJXQDNDQ� DWDV� 3HQHWDSDQ� 3HQJDGLODQ� 1HJHUL�

6XUDED\D�1RPRU������3GW�3������31�6E\��WDQJJDO����1RYHPEHU������GDQ�

$NWD�3HUQ\DWDDQ�3HUVHWXMXDQ�GDQ�3HPEHULDQ�.XDVD�1RPRU������WDQJJDO����

$JXVWXV������\DQJ�GLEXDW�ROHK�7HUJXJDW�,9��1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�

1\�� 0XWLD� +DU\DQL�� 6�+��� PHQJKDGDS� NHSDGD� 7HUJXJDW� 9� �1RWDULV�33$7�

.RWD� 6XUDED\D� 1\�� 2OLYLD� 6KHULLQH� :LUDWQR�� 6�+�� GDQ� ROHK� 7HUJXJDW� 9�

�1RWDULV��33$7�.RWD�6XUDED\D�1\��2OLYLD�6KHULLQH�:LUDWQR��6�+��GLEXDWNDQ�

$NWD�3HPEDJLDQ�+DN�%HUVDPD�WDQJJDO����0DUHW������1RPRU����GDQ�$NWD�

3HPEDJLDQ�+DN�%HUVDPD�WDQJJDO����0DUHW������1RPRU���� 

�� %DKZD� 7HUJXJDW� 9� �1RWDULV�33$7� .RWD� 6XUDED\D� 1\�� 2OLYLD� 6KHULLQH�

:LUDWQR�� 6�+�� WHODK� FHURERK� GDQ� WLGDN� PHQFHUPDWL� LVL�$NWD� 3HUQ\DWDDQ�

3HUVHWXMXDQ� GDQ� 3HPEHULDQ�.XDVD�1RPRU� ����� WDQJJDO� ���$JXVWXV� �����

\DQJ� GLEXDW� ROHK� 7HUJXJDW� ,9� �1RWDULV�33$7� .RWD� 6XUDED\D� 1\�� 0XWLD�

+DU\DQL��6�+��WDQSD�DGD�ODQGDVDQ�KXNXP�\DQJ�PHQGDVDUL�XQWXN�PHPEXDW�

$NWD�3HPEDJLDQ�+DN�%HUVDPD�1RPRU����WDQJJDO����0DUHW������GDQ�$NWD�

3HPEDJLDQ�+DN�%HUVDPD�1RPRU����WDQJJDO����0DUHW�������\DQJ�EHUDNLEDW�

WHUELWQ\D�VHUWLILNDW�JDQGD�6+0�1RPRU������.HO��-HPXUZRQRVDUL�GDQ�6+0�

1RPRU� �����.HO�� -HPXUZRQRVDUL� DWDV� QDPD� 7HUJXJDW� ,,,� �7KLH� %XWMH�

6XWHGMD��\DQJ�PHQMDGL�REMHN�VHQJNHWD� 
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�� %DKZD�7HUJXJDW�,,,��7KLH�%XWMH�6XWHGMD��DGDODK�WHUPDVXN�VDODK�VDWX�GDUL����

RUDQJ�SHPLOLN�DWDV�WDQDK�NDYHOLQJ�GL�.RPSOHN�3HUXPDKDQ�'35'�7LQJNDW�,�

-DZD� 7LPXU� GDQ� '35� 5,� 6HUWLILNDW� ,QGXN�� \DLWX� 6+0� 1RPRU� ���'HVD�

-HPXUZRQRVDUL� VHVXDL� GHQJDQ� GDIWDU� 1RPRU� 8UXW� ��� \DQJ� NDYHOLQJ�

WDQDKQ\D�GL�1RPRU����GHQJDQ�OXDV�WDQDK�����P���VHPELODQ�UDWXV�WLJD�SXOXK�

OLPD� PHWHU� SHUVHJL�� \DQJ� WHODK� WHUELW� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� DWDV� QDPD�

7HUJXJDW�,,� 

$QDOLVLV� SXWXVDQ� SHQJDGLODQ� PHOLEDWNDQ� SHQHOLWLDQ� WHUKDGDS� IDNWD�IDNWD�

KXNXP�\DQJ�GLKDGDSL��SHQHUDSDQ�KXNXP�\DQJ�UHOHYDQ�WHUKDGDS�IDNWD�WHUVHEXW��GDQ�

SHUWLPEDQJDQ� KXNXP� \DQJ� GLDPELO� ROHK� KDNLP� GDODP� PHPXWXVNDQ� SHUNDUD��

$QDOLVLV�LQL�PHQFDNXS�LGHQWLILNDVL�GDVDU�KXNXP�\DQJ�GLJXQDNDQ��SHQLODLDQ�EXNWL�

EXNWL� \DQJ� GLVDMLNDQ�� GDQ� DUJXPHQWDVL� \DQJ� GLDMXNDQ� ROHK� SLKDN�SLKDN� \DQJ�

EHUVHQJNHWD�\DLWX�GHQJDQ�GDOLO�GDOLO�VHEDJDL�EHULNXW�� 

�� %DKZD� GDODP� 3XWXVDQ� 3HQJDGLODQ� 1HJHUL� 6XUDED\D� 1RPRU�

����3GW�*������31�6E\�0DMHOLV�+DNLP�GDODP�SHPHULNVDDQ�VHWHPSDW�\DQJ�

GLODNVDQDNDQ� SDGD� WDQJJDO� ��� 2NWREHU� ������ NXDVD� KXNXP� 7HUJXJDW� 9,�

�.HSDOD� .DQWRU� 3HUWDQDKDQ� .RWD� 6XUDED\D��� NXDVD� KXNXP� 7HUJXJDW�

,QWHUYHQVL��7KLH�%XWMH�6XWHGMD��GDQ�3HQJJXJDW�,��3LQWDUMR�6RHOWDQ�6HSXWUD��

GDQ�3HQJJXJDW�,,��1\��0XPDKKDLPDZDWL��VDPD��VDPD�WHODK�PHQJDNXL�GDQ�

PHQXQMXN� EDKZD� REMHN� VHQJNHWD� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1RPRU�

�����.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�7HUJXJDW�,,,��7KLH�%XWMH�6XWHGMD��

EHUDGD�GL�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU����'HVD�-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�

3HQJJXJDW� ,� �3LQWDUMR� 6RHOWDQ� 6HSXWUD��� VHGDQJNDQ� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN�



ϰϲ 
 

1RPRU������.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�7HUJXJDW�,,,��7KLH�%XWMH�

6XWHGMD�� EHUDGD�GL�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU�����'HVD� -HPXUZRQRVDUL�

DWDV�QDPD�3HQJJXJDW�,,��1\��0XPDKKDLPDZDWL��KDO�PDQD�PHUXSDNDQ�VXDWX�

DODW� EXNWL� SHQJDNXDQ� VHEDJDLPDQD� \DQJ� GLPDNVXG� GL� GDODP� 3DVDO� ����

8QGDQJ�8QGDQJ�1RPRU���7DKXQ������ 

�� %DKZD� 7HUJXJDW� 9,� �.HSDOD� .DQWRU� 3HUWDQDKDQ� .RWD� 6XUDED\D�� WHODK�

FHURERK�GDQ�WLGDN�WHOLWL�PHPSURVHV�SHQHUELWDQ�REMHN�VHQJNHWD�6+0�1RPRU�

����� GDQ� 6+0� 1RPRU� ����� .HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL�� NDUHQD� WLGDN�

PHQFHUPDWL�LVL�$NWD�3HUQ\DWDDQ�3HUVHWXMXDQ�GDQ�3HPEHULDQ�.XDVD�1RPRU�

����� WDQJJDO� ���$JXVWXV� ����� \DQJ� GLEXDW� ROHK� 7HUJXJDW� ,9� WDQSD� DGD�

ODQGDVDQ�KXNXP�\DQJ�PHQGDVDUL�GDQ�WLGDN�EHUSHGRPDQ�SDGD�GDIWDU�GDIWDU�

QDPD� \DQJ� WHUWXOLV� GDODP� 6HUWLILNDW� ,QGXN� �+DN� 0LOLN� 1RPRU� ���'HVD�

-HPXUZRQRVDUL��VHEDJDLPDQD�ODPSLUDQ�GDODP�$NWD�-XDO�%HOL�1RPRU������

:17�������WDQJJDO���-XOL�������MHODV�SHUEXDWDQ�7HUJXJDW�9,��.HSDOD�.DQWRU�

3HUWDQDKDQ� .RWD� 6XUDED\D�� PHQHUELWNDQ� �� �GXD�� ELGDQJ� REMHN� VHQJNHWD�

6+0� 1RPRU� ����� GDQ� 6+0� 1RPRU� ����� GL� .HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL�

DGDODK�EHUWHQWDQJDQ�GHQJDQ�SHUDWXUDQ�SHUXQGDQJ�XQGDQJDQ�3DVDO����$\DW�

����3HUDWXUDQ�3HPHULQWDK�1RPRU����7DKXQ������MXQFWR�3DVDO����8QGDQJ�

8QGDQJ� 1RPRU� �� 7DKXQ� ����� MXQFWR� 3DVDO� �� GDQ� 3DVDO� �� 3HUDWXUDQ�

3HPHULQWDK� 1RPRU� ��� 7DKXQ� ����� \DQJ� PHQJKHQGDNL� DGDQ\D� NHSDVWLDQ�

KXNXP�GDQ�SHUOLQGXQJDQ�KXNXP�EDJL�SHPLOLN�DWDV�ELGDQJ�WDQDK�3HQJJXJDW�

,�GDQ�3HQJJXJDW�,,�\DQJ�OHELK�GDKXOX�WHUELW�VHFDUD�VDK�PHQXUXW�KXNXP� 



ϰϳ 
 

�� %DKZD�NDUHQD�GL�DWDV�SHUVLO�PLOLN�SDUD�3HQJJXJDW�WHUGDSDW�EDQJXQDQ�WHPERN�

SDJDU� SHPEDWDV� \DQJ� GLGLULNDQ� ROHK� 7HUJXJDW� ,,,� PDND� VHVXDL� NHWHQWXDQ�

KXNXP� \DQJ� EHUODNX� 7HUJXJDW� ,,,� KDUXV� PHPERQJNDU� EDQJXQDQ� \DQJ�

GLGLULNDQ�� WHUKLWXQJ� GDODP� WHQJJDQJ� ZDNWX� �� �WXMXK�� KDUL� VHMDN� SXWXVDQ�

GLMDWXKNDQ�GDQ�PHQJHPEDOLNDQ�GDODP�NHDGDDQ�VHPXOD��VHWHODK�EDWDV�ZDNWX�

�� KDUL� PDND� SDUD� 3HQJJXJDW� EHU+DN� PHPERQJNDU� GDQ� PHURERKNDQ�

EDQJXQDQ�SDJDU�WHPERN�PLOLN�7HUJXJDW�,,,�DWDX�PHQJKDNL� 

�� %DKZD�SHUEXDWDQ�7HUJXJDW� ,� VDPSDL�GHQJDQ�7HUJXJDW�9,� WHODK�PHPEDZD�

PDODSHWDND� EDJL� 3DUD� 3HQJJXJDW� GHQJDQ� EHUDNLEDW� WHUELWQ\D� VHUWLILNDW��

JDQGD��\DLWX�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU������.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL�

GDQ�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU������.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL�PDVLQJ�

PDVLQJ� DWDV� QDPD�7HUJXJDW� ,,,� GL� DWDV� WDQDK� REMHN�REMHN� VHQJNHWD� PLOLN�

3HQJJXJDW� ,� GDQ� PLOLN� 3HQJJXJDW� ,,� \DQJ� WHODK� OHELK� GDKXOX� WHUELW�

6HUWLILNDWQ\D� +DN� 0LOLN� 1RPRU� ���'HVD� -HPXUZRQRVDUL� DWDV� QDPD�

3HQJJXJDW�,�GDQ�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU�����'HVD�-HPXUZRQRVDUL�DWDV�

QDPD�3HQJJXJDW�,,��EDLN�DWDV�NHUMDVDPD�3DUD�7HUJXJDW�DWDX�VHQGLUL�VHQGLUL�

PHUXSDNDQ� VXDWX� SHUEXDWDQ� \DQJ� PHODZDQ� KXNXP� GDQ� PHQLPEXONDQ�

NHUXJLDQ�EDJL�3DUD�3HQJJXJDW��NDUHQD� WLGDN�GDSDW�PHQJKDNL� VHFDUD�DPDQ�

GDQ�WLGDN�ELVD�PHQMDPLQNDQ�GDQ�PHQMXDO�WDQDK�PLOLNQ\D�VHQGLUL��VHKLQJJD�

NHEXWXKDQ� VHKDUL�KDUL� XQWXN�PHQFDUL� QDINDK�KLGXS�GDQ�SHPXWDUDQ�PRGDO�

NHUMD��KDUXV�PHQFDUL�SLQMDPDQ�GL�OXDU�%DQN�GHQJDQ�PHPED\DU�EXQJD�WLQJJL�

KLQJJD�VDPSDL�VDDW�VHNDUDQJ�� MDGL�NHUXJLDQ�PDWHULLO�EDJL�3HQJJXJDW�,�GDQ�

3HQJJXJDW�,,�\DQJ�WLGDN�GDSDW�PHPDQIDDWNDQ�REMHN�REMHN�VHQJNHWD�VHODPD�



ϰϴ 
 

����VHEHODV��WDKXQ�DGDODK�VHEHVDU�5S������������������HQDP�PLO\DU�UXSLDK��

\DQJ� KDUXV� GLED\DU� VHFDUD� GLWDQJJXQJ� UHQWHQJ� ROHK� 7HUJXJDW� ,� VDPSDL�

GHQJDQ�7HUJXJDW�,9� 

$GDSXQ�3HWLWXP�\DQJ�GLDMXNDQ�ROHK�SDUD�3HQJJXJDW�DGDODK� 

�� 0HQHULPD�GDQ�PHQJDEXONDQ�JXJDWDQ�3HQJJXJDW�,�GDQ�3HQJJXJDW�,,�XQWXN�

VHOXUXKQ\D 

�� 0HQHULPD�DODVDQ�DODVDQ�JXJDWDQ�3HQJJXJDW�,�GDQ�3HQJJXJDW�,, 

�� 0HQ\DWDNDQ�PHQXUXW�KXNXP�3HQJJXJDW�,��3LQWDUMR�6RHOWDQ�6HSXWUR��DGDODK�

SHPLOLN�VDK�DWDV�ELGDQJ�WDQDK�\DQJ�WHUOHWDN�GL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�9�.DY�

���� .HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL�� .HFDPDWDQ� :RQRFROR�� .RWD� 6XUDED\D��

VHEDJDLPDQD� \DQJ� WHUXUDL� GDODP� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1RPRU� ���'HVD�

-HPXUZRQRVDUL�� .HFDPDWDQ� :RQRFROR�� .RWD� 6XUDED\D�� *DPEDU� 6LWXDVL�

WDQJJDO���-XOL�������1RPRU�����GHQJDQ�OXDV�����P� 

�� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP� 3HQJJXJDW� ,,� �1\RQ\D� 0XPDKKDLPDZDWL��

DGDODK�SHPLOLN�VDK�DWDV�ELGDQJ�WDQDK�\DQJ�WHUOHWDN�GL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�

9� .DY� ��� $�� .HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL�.HFDPDWDQ� :RQRFROR�� .RWD�

6XUDED\D��VHEDJDLPDQD�WHUXUDL�GDODP�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU�����'HVD�

-HPXU�ZRQRVDUL��*DPEDU�6LWXDVL�WDQJJDO����-XQL������1RPRU������GHQJDQ�

OXDV� ���� P��� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1RPRU�

�����.HO�� -HPXUZRQRVDUL�� 6XUDW� 8NXU� WDQJJDO� ��� 0DUHW� ����� 1RPRU�

����-HPXU� ZRQRVDUL������ WHUWXOLV� DWDV� QDPD� 7HUJXJDW� ,,,� �7KLH� %XWMH�

6XWHGMD��VHOXDV�����P��VHWHPSDW�GLNHQDOVHEDJDL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�9�

.DY�����.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL��.HFDPDWDQ�:RQRFROR��.RWD�6XUDED\D�
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DGDODK�FDFDW�KXNXP�GDQ�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�PHQJLNDW��

0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1RPRU� �����.HO�

-HPXUZRQRVDUL�� 6XUDW� 8NXU� WDQJJDO� ��� 0DUHW� ����� 1RPRU� ����-HPXU�

ZRQRVDUL������WHUWXOLV�DWDV�QDPD�7HUJXJDW�,,,��7KLH�%XWMH�6XWHGMD��VHOXDV�

���� P�� � � VHWHPSDW� GLNHQDO� VHEDJDL� -DODQ� -HPXUVDUL� 6HODWDQ�9� .DY� ��$�

.HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL�� .HFDPDWDQ� :RQRFROR�� .RWD� 6XUDED\D� DGDODK�

FDFDW�KXNXP�GDQ�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�PHQJLNDW� 

�� 0HQ\DWDNDQ�PHQXUXW�KXNXP�$NWD�3HUQ\DWDDQ�3HUVHWXMXDQ�GDQ�3HPEHULDQ�

.XDVD�WDQJJDO����$JXVWXV������1RPRU������\DQJ�GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�

.RWD� 6XUDED\D� 1\RQ\D� 0XWLD� +DU\DQL�� 6�+�� DGDODK� FDFDW� KXNXP� WLGDN�

PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�PHQJLNDW�GDQ�EDWDO� 

�� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP�$NWD� 3HPEDJLDQ� +DN� %HUVDPD� WDQJJDO� ���

0DUHW� ����� PDVLQJ�PDVLQJ� 1RPRU� ��� GDQ� 1RPRU� ��� \DQJ� GLEXDW� ROHK�

1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�1\RQ\D�2OLYLD�6KHULLQH�:LUDWQR��6�+�DGDODK�

FDFDW�KXNXP�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�PHQJLNDW�GDQ�EDWDO� 

�� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP� SHQHUELWDQ� GDQ� SHQJJDQGDDQ� 6+0� 1RPRU�

�����.HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL� GDQ�6+0�1RPRU������.HOXUDKDQ� -HPXU�

ZRQRVDUL� DWDV� QDPD� 7HUJXJDW� ,,,� PHUXSDNDQ� SHUEXDWDQ� PHODZDQ� KXNXP�

\DQJ�GLODNXNDQ�ROHK�3DUD�7HUJXJDW� 

�� 0HPHULQWDKNDQ� NHSDGD� 7HUJXJDW� 9,� �.HSDOD� .DQWRU� 3HUWDQDKDQ� .RWD�

6XUDED\D� ,�� XQWXN� PHPDWLNDQ� GDQ� PHQFRUHW� %XNX� 7DQDK� 6HUWLILNDW� +DN�

0LOLN� 1RPRU� �����.HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL� GDQ� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN�

1RPRU�������.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL�PDVLQJ�PDVLQJ�\DQJ�WHUWXOLV�DWDV�
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QDPD�7HUJXJDW� ,,,� �7KLH�%XWMH�6XWHGMD��GDQ�PHQDULN�6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�

1RPRU�������.HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL�GDQ�6HUWLILNDW�+DN�PLOLN�1RPRU�

������ .HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL� PDVLQJ�PDVLQJ� \DQJ� WHUWXOLV� DWDV� QDPD�

7HUJXJDW� ,,,� �7KLH� %XWMH� 6XWHGMD�� DWDX� GDUL� WDQJDQ� VLDSDSXQ� MXJD� \DQJ�

PHQJKDNL� GDQ� PHQJXDVDLQ\D� VHUWD� PHQJXPXPNDQ� VDWX� NDK� GDODP� 6XUDW�

NDEDU� \DQJ� EHUHGDU� GL� .RWD� 6XUDED\D� WHQWDQJ� DGDQ\D� FDFDW� KXNXP� GDQ�

KDSXVQ\D��6HUWLILNDW�+DN�0LOLN�1RPRU������.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL�GDQ�

6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1RPRU� �����.HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL� DWDV� QDPD�

7HUJXJDW�,,,�DWDV�ELD\D�7HUJXJDW�9,� 

�� 0HQ\DWDNDQ�PHQXUXW�KXNXP�SHQJXDVDDQ�7HUJXJDW� ,,,� DWDV� SHUVLO�PDVLQJ��

PDVLQJ�ELGDQJ�WDQDK�REMHN�VHQJNHWD�GL�-DODQ�MHPXUVDUL�6HODWDQ�9�1RPRU���

GDQ� -DODQ� -HPXVDUL� 6HODWDQ� 9� 1RPRU� ��$�� .HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL��

.HFDPDWDQ� -HPXUZRQRVDUL�� .RWD� 6XUDED\D� VHEDJDL� SHUEXDWDQ� PHODZDQ�

KXNXP��GDQ�PHPHULQWDKNDQ�NHSDGD�VHWLDS�RUDQJ�DWDX�VLDSDSXQ�MXJD�\DQJ�

PHQGDSDW� KDN� GDUL� 7HUJXJDW� ,,,� �7KLH� %XWMH� 6XWHGMD�� XQWXN� VHJHUD�

PHQJRVRQJNDQ�SHUVLO� ELGDQJ� WDQDK� VHQJNHWD� GDQ�PHQ\HUDKNDQQ\D� VHFDUD�

VHUWD� PHUWD� GDQ� GDODP� NHDGDDQ� NRVRQJ� GDQ� EDLN� NHSDGD� 3DUD� 3HQJJXJDW�

WDQSD�DGDQ\D�VXDWX�V\DUDW�DSDSXQ� 

��� 0HPHULQWDKNDQ�7HUJXJDW� ,,,� XQWXN�PHPERQJNDU�EDQJXQDQ�SDJDU� WHPERN�

\DQJ�DGD�SDGD�SHUVLO�PLOLN�3DUD�3HQJJXJDW�GDQ�GLNHPEDOLNDQ�GDODP�NHDGDDQ�

VHPXOD� GDQ� PHQ\DWDNDQ� 3DUD� 3HQJJXJDW� GDSDW� PHPERQJNDU� EDQJXQDQ�

SDJDU�WHPERN�PLOLN�7HUJXJDW�,,,�GL�DWDV�WDQDK�6+0�1RPRU�1RPRU����'HVD�

-HPXUZRQRVDUL��*DPEDU�6LWXDVL�WDQJJDO���-XOL������1RPRU�����GDQ�6+0�
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1RPRU� ����'HVD� -HPXUZRQRVDUL�� *DPEDU� 6LWXDVL� WDQJJDO� ��� -XQL� �����

1RPRU� ����� GDQ� GDODP� WHQJJDQJ� ZDNWX� ��� �HPSDW� EHODV�� KDUL� VHWHODK�

NHSXWXVDQ� EHUNHNXDWDQ� KXNXP� WHWDS� 7HUJXJDW� ,,,� WLGDN� EHUVHGLD�

PHPERQJNDU��PDND�3DUD�3HQJJXJDW� GDSDW�PHQJ+DNL� ELGDQJ� WDQDK�REMHN�

VHQJNHWD� 

6HWHODK�PHODOXL�WDKDSDQ�SHPEXNWLDQ�GDQ�PHQGHHQJDUNDQ�NHWHUDQJDQ�VDNVL�

VDNVL��PDND�3HQJDGLODQ�1HJHUL�6XUDED\D�PHPEHULNDQ�DPDU�SXWXVDQ�\DLWX� 

�� 0HQHULPD�JXJDWDQ�3HQJJXJDW�XQWXN�VHEDJDLDQ� 

�� 0HQ\DWDNDQ�PHQXUXW�KXNXP�3HQJJXJDW�,��3LQWDUMR�6RHOWDQ�6HSXWUR��DGDODK�

SHPLOLN�VDK�DWDV�ELGDQJ�WDQDK�\DQJ�WHUOHWDN�GL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�9�.DY�

����.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL��.HFDPDWDQ�-HPXUZRQRVDUL��.RWD�6XUDED\D��

VHEDJDLPDQD� \DQJ� WHUXUDL� GDODP� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1R�� ���'HVD�

-HPXUZRQRVDUL�� .HFDPDWDQ� -HPXUZRQRVDUL�� .RWD� 6XUDED\D�� *DPEDU�

6LWXDVL�WDQJJDO���-XOL������1RPRU�����GHQJDQ�OXDV�����Pð� 

�� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP� 3HQJJXJDW� ,,�1\RQ\D� 0XPDKKDLPDZDWL��

DGDODK�SHPLOLN�VDK�DWDV�ELGDQJ�WDQDK�\DQJ�WHUOHWDN�GL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�

9�.DY���$��.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL��.HFDPDWDQ�-HPXUZRQRVDUL��.RWD�

6XUDED\D�� VHEDJDLPDQD� WHUXUDL� GDODP�6HUWLILNDW�+DN� 0LOLN� 1R�� ����'HVD�

-HPXUZRQRVDUL��*DPEDU�6LWXDVL�WDQJJDO����-XQL������1RPRU�������GHQJDQ�

OXDV�����Pð� 

�� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1R�� �����.HO��

-HPXUZRQRVDUL�� 6XUDW� 8NXU� WDQJJDO� ��� 0DUHW� ����� 1R��

����-HPXUZRQRVDUL������ WHUWXOLV� DWDV� QDPD� 7HUJXJDW� ,,,� �7KLH� %XWMH�



ϱϮ 
 

6XWHGMD��VHOXDV�����P��VHWHPSDW�GLNHQDO�VHEDJDL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�9�

.DY� ���� .HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL�� .HFDPDWDQ� -HPXUZRQRVDUL�� .RWD�

6XUDED\D�DGDODK�FDFDW�KXNXP�GDQ�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�

PHQJLNDW� 

�� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP� 6HUWLILNDW� +DN� 0LOLN� 1R�� �����.HO��

-HPXUZRQRVDUL�� 6XUDW� 8NXU� WDQJJDO� ��� 0DUHW� ����� 1R��

����-HPXUZRQRVDUL������ WHUWXOLV� DWDV� QDPD� 7HUJXJDW� ,,,� �7KLH� %XWMH�

6XWHGMD��VHOXDV�����P��VHWHPSDW�GLNHQDO�VHEDJDL�-DODQ�-HPXUVDUL�6HODWDQ�9�

.DY� ��$�� .HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL�� .HFDPDWDQ� -HPXUZRQRVDUL�� .RWD�

6XUDED\D�DGDODK�FDFDW�KXNXP�GDQ�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�

PHQJLNDW� 

�� 0HQ\DWDNDQ�PHQXUXW�KXNXP�$NWD�3HUQ\DWDDQ�3HUVHWXMXDQ�GDQ�3HPEHULDQ�

.XDVD�WDQJJDO����$JXVWXV������1RPRU������\DQJ�GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�

.RWD� 6XUDED\D� 1\RQ\D� 0XWLD� +DU\DQL�� 6+��� DGDODK� FDFDW� KXNXP� WLGDN�

PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�PHQJLNDW�GDQ�EDWDO� 

�� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP�$NWD� 3HPEDJLDQ� +DN� %HUVDPD� WDQJJDO� ���

0DUHW� ����� PDVLQJ�PDVLQJ� 1RPRU� ��� GDQ� 1RPRU� ��� \DQJ� GLEXDW� ROHK�

1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�1\RQ\D�2OLYLD�6KHUOLQH�:LUDWQR��6+�DGDODK�

FDFDW�KXNXP�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�PHQJLNDW�GDQ�EDWDO� 

�� 0HQ\DWDNDQ� PHQXUXW� KXNXP� SHQHUELWDQ� GDQ� SHQJJDGDDQ� 6+0� 1R��

�����.HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL� GDQ� 6+0� 1R�� �����.HOXUDKDQ�

-HPXUZRQRVDUL� DWDV� QDPD� 7HUJXJDW� ,,,� PHUXSDNDQ� SHUEXDWDQ� PHODZDQ�

KXNXP�\DQJ�GLODNXNDQ�ROHK�3DUD�7HUJXJDW� 
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�� 0HQJKXNXP� SDUD� 7HUJXJDW� XQWXN� PHPED\DU� ELD\D� SHUNDUD� \DQJ� WLPEXO�

GDODP�SHUNDUD�LQL�VHFDUD�WDQJJXQJ�UHQWHQJ�VHEHVDU�5S���������������VDWX�MXWD�

OLPD�UDWXV�HPSDW�SXOXK�GXD�ULEX�UXSLDK�� 

3HUWLPEDQJDQ�KXNXP�KDNLP�GDODP�PHPXWXV�SHUNDUD� LQL�GLGDVDUNDQ�SDGD�

NHZHQDQJDQ�DEVROXW�3HQJDGLODQ�1HJHUL�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�DODV�KDN�\DQJ�VDK�WHUNDLW�

SHUROHKDQ� KDN� DWDV� WDQDK�� 0DND� KDO� LQL� PDVLK� PHUXSDNDQ� NHZHQDQJDQ� GDUL�

3HQJDGLODQ�1HJHUL��$GDSXQ�SHUWLPEDDQJDQ�KDNLP�\DQJ�GLJXQDNDQ�DGDODK� 

�� %DKZD�\DQJ�PHQMDGL�SRNRN�SHUPDVDODK�GDODP�SHUNDUD�LQL�DGDODK�DGDQ\D���

6+0�GDODP�VDWX�REMHN�ELGDQJ�WDQDK��VHKLQJJD�KDUXV�GLWHQWXNDQ�6+0�PDQD�

\DQJ� SHQHUELWDQQ\D� VDK� PHQXUXW� KXNXP�� NDUHQD� 6+0� DGDODK� KDN� \DQJ�

WHUNXDW�GDQ�PXWODN�GDODP�NHSHPLOLNDQ�VXDWX�ELGDQJ�WDQDK�VHKLQJJD�GHQJDQ�

DGD� WHUELW�6+0�JDQGD�DNDQ�PHQJXUDQJL�NHSHUFD\DDQ�PDV\DUDNDW� WHQWDQJ�

EXNWL�EXNWL�NHSHPLOLNDQ�\DQJ�VDK� 

�� %DKZD�EHUGDVDUNDQ�SDGD�EXNWL�3�±���6+0�1R�����.HO��-HPXUZRQRVDUL�DWDV�

QDPD�3HQJJXJDW�,��3,17$5'-2�62(/7$1�6(32(752�\DQJ�GLWHUELWNDQ�

SDGD� WDQJJDO����-XOL������GDQ�EHUDVDO�GDUL�SHPHFDKDQ�6+0�1R�����.HO��

-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�68:$51,�GDQ�NDZDQ�NDZDQ��EXNWL�3�±�����GDQ�

3HQJJXJDW� ,� PHPSUROHK� KDN� \DQJ� WHUFDQWXP� SDGD� 6+0� 1R�� ���.HO��

-HPXUZRQRVDUL�GDUL�6(1726$�7(.$'-$-$�EHUGDVDUNDQ�$NWD�-XDO�%HOL�

1R�� �����:RQRFROR�,,,������ \DQJ� GLEXDW� 1RWDULV� 6XUDED\D� 1$16,-$1,�

62+$1'-$-$��6+��� �EXNWL�3�±�����6HGDQJNDQ�EHUGDVDUNDQ�EXNWL�3�±����

6+0� 1R�� ����.HO�� -HPXUZRQRVDUL� DWDV� QDPD� 3HQJJXJDW� ,,�� 1\RQ\D�

-$1'$�080$++$,0$:$7,�\DQJ�GLWHUELWNDQ�SDGD� WDQJJDO���$JXVWXV�



ϱϰ 
 

�����EHUDVDO�GDUL�SHPHFDKDQ�6+0�1R������.HO��-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�

68:$51,�GDQ�NDZDQ�NDZDQ��EXNWL�3�±�����GDQ�3HQJJXJDW�,,�PHPSHUROHK�

KDN�\DQJ�WHUFDQWXP�GDODP�6+0�1R������.HO��-HPXUZRQRVDUL�EHUGDVDUNDQ�

$NWD�-XDO�%HOL�1R���������������WDQJJDO����-DQXDUL������1RWDULV���33$7�

5DGHQ�62(%,212�'$12(6$6752��6+0�1R������.HO��-HPXUZRQRVDUL�

VHPXOD�DWDV�QDPD�6,7,�0$5,$0� 

�� %DKZD�EHUGDVDUNDQ�SDGD�EXNWL�EXNWL� WHUVHEXW�GLDWDV�GDSDWODK�GLVLPSXONDQ�

DSDELOD� 6+0� 1R�� ���.HO�� -HPXUZRQRVDUL� DWDV� QDPD� 3HQJJXJDW� ,��

3,17$5'-2�62(/7$1�6(32(752��6+0�1R������.HO��-HPXUZRQRVDUL�

DWDV� QDPD� 3HQJJXJDW� ,,�� 1\RQ\D� -$1'$� 080$++$,0$:$7,�� 6+0�

1R�� �����.HO�� -HPXUZRQRVDUL� DWDV� QDPD� 7HUJXJDW� ,,,�� 7+,(� %87-(�

687('-$�GDQ�6+0�1R�������.HO��-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�7HUJXJDW�,,,��

7+,(�%87-(�687('-$��NHVHPXDQ\D�EHUDVDO�GDUL�SHPHFDKDQ�6+0�1R��

���.HO�� -HPXUZRQRVDUL� �� DWDX� 6+0� 1R�� ���.HO�� -HPXUZRQRVDUL� VHEDJDL�

LQGXN�GDUL�6+0�6+0�WHUVHEXW�GLDWDV� 

�� %DKZD� GHQJDQ� DGDQ\D� WXPSDQJ� WLQGLK� DQWDUD� 6+0� 1R�� ���.HO��

-HPXUZRQRVDUL�GHQJDQ�6+0�1R�������.HO��-HPXUZRQRVDUL�GDQ�6+0�1R��

����.HO��-HPXUZRQRVDUL�GHQJDQ�6+0�1R�������.HO��-HPXUZRQRVDUL��PDND�

KDUXV�GLWHQWXNDQ�6+0�PDQD�\DQJ�VHFDUD�VDK�SHQHUELWDQQ\D� 

�� %HUGDVDUNDQ�%XNWL�3�±����3XWXVDQ�1R�����*�781������3781�6E\���\DQJ�

VDODK� VDWX� DPDU� DGDODK� ³0HQ\DWDNDQ� EDWDO� 6+0� 1R�� �����.HO��

-HPXUZRQRVDUL�� 6XUDW� 8NXU� WDQJJDO� ��� 0DUHW� �����

1R�����-HPXUZRQRVDUL������ GDQ� 6+0� 1R�� ����� .HO�� -HPXUZRQRVDUL��



ϱϱ 
 

6XUDW�8NXU� WDQJJDO� ��� 0DUHW� ����� 1R�����-HPXUZRQRVDUL������ PDVLQJ�

PDVLQJ� DWDV� QDPD� 7+,(� %87-(� 687('-$´�� 0HPHULQWDKNDQ� 7HUJXJDW�

XQWXN�PHQFDEXW�VHUWLILNDW�VHUWLILNDW�+DN�0LOLN�GDQ�PHQJKDSXV�EXNX�WDQDK�

WHUVHEXW� 

�� EDKZD�GHQJDQ�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�PHQJLNDW�VHUWD�FDFDW�

KXNXP�6+0�1R�������GDQ�6+0�1R�������DWDV�QDPD�7HUJXJDW�,,,��7+,(�

%87-(�687('-$��PDND�3HQJJXJDW�,�GDQ�3HQJJXJDW�,,�GLQ\DWDNDQ�VHEDJDL�

SHPLOLN�\DQJ�VDK�DWDV�ELGDQJ�WDQDK�6+0�1R�����.HO��-HPXUZRQRVDUL�GDQ�

6+0�1R������.HO��-HPXUZRQRVDUL��NDUHQD�6+0�1R�������GDQ�6+0�1R��

�����EHUDGD�SDGD�6+0�1R�����GDQ�6+0�1R������ 

Mencermati dan menelaah putusan dari Pengadilan Negeri Tersebut, telah 

dikeluarkan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 

���*�781������3781�6%<��� \DQJ� VDODK� VDWX� DPDU� DGDODK� ³0HQ\DWDNDQ� EDWDO�

SHM No. 1758/Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2001 

No.263/Jemurwonosari/2001 dan SHM No. 1756 Kel. Jemurwonosari, Surat Ukur 

tanggal 27 Maret 2001 No.262/Jemurwonosari/2001 masing-masing atas nama 

THIE BUTJE SUTEDJA. Kemudian pada pertimbangan hakim juga disampaikan 

bahwa hasil penelitian data pendaftaran tanah serta peninjauan fisik ternyata 

terdapat cacat administrasi, sehingga menyebabkan cacat pula penerbitan SHM No. 

1756 dan SHM No. 1758 atas nama Tergugat III. THIE BUTJE SUTEDJA, oleh 

karena SHM No. 1756 dan SHM No. 1758 atas nama Tergugat III. THIE BUTJE 

SUTEDJA menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. 

dengan dinyatakan apabila SHM No. 1756 dan SHM No. 1758 adalah cacat hukum 
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dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara otomatis dasar perolehan 

SHM-SHM tersebut yang berdasarkan Akta Penyataan Persetujuan dan Pemberian 

Kuasa No. 138 yang dibuat oleh Notaris MUTIA HARYANI, SH. serta Akta 

Pembagian Bersama tanggal 16 Maret 2001 masing- masing No. 07 dan No. 08 

yang dibuat oleh Notaris/PPAT OLIVIA SHERLINE. Bahwa mengenai 

penerbitan dan pengadaan SHM No. 1756 dan SHM No. 1758/Kel. Jemurwonosari 

atas nama Tergugat III. THIE BUTJE SUTEDJA merupakan Perbuatan Melawan 

Hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 .8+�3HUGDWD�\DNQL���³Tiap perbuatan 

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan 

NHUXJLDQ� WHUVHEXW´. Jika dilihat dari pertimbangan hakim tersebut yang telah 

didukung dengan keluarnya putusan Penngadilan Tata Usaha Negara, dapat 

disimpulkan bahwasannya setifikat kepemilikan tanah dapat dibatalkan apabila 

proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui suatu perbuatan melawan 

hukum seperti SHM No. 1756 dan SHM No. 1758/Kel. Jemurwonosari atas nama 

Tergugat III. THIE BUTJE SUTEDJA. 

0HODOXL� SURVHV� SHUDGLODQ�� PDND� SLKDN�SLKDN� \DQJ� EHUVHQJNHWD� PHPLOLNL�

NHVHPSDWDQ�XQWXN�PHQ\DPSDLNDQ�DUJXPHQ�GDQ�EXNWL�EXNWL�\DQJ�PHQGXNXQJ�NODLP�

PHUHND�DWDV�NHEHQDUDQ�PDWHULLO� UHQWHWDQ�VXDWX�SHULVWLZD�KXNXP�\DQJ�VHEHQDUQ\D�

WHUMDGL�� 3HQJDGLODQ� EHUWXJDV� XQWXN� PHPHULNVD� EXNWL�EXNWL� WHUVHEXW� VHUWD�

PHQHUDSNDQ�KXNXP�\DQJ�EHUODNX�XQWXN�PHPXWXVNDQ�NHSHPLOLNDQ�WDQDK�VHFDUD�DGLO�

GDQ� VHVXDL� GHQJDQ� SHUDWXUDQ� \DQJ� EHUODNX�� 'DSDW� GLVLPSXONDQ� EDKZD� SXWXVDQ�

SHQJDGLODQ�GDODP�NDVXV�LQL�EXNDQ�KDQ\D�PHQMDGL�SHQHQWX�NHSHPLOLNDQ�WDQDK��WHWDSL�
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MXJD� PHQFHUPLQNDQ� XSD\D� VLVWHP� KXNXP� XQWXN� PHQHJDNNDQ� NHDGLODQ� GDQ�

PHPEHULNDQ�NHSDVWLDQ�KXNXP�EDJL�PDV\DUDNDW�\DQJ�WHUOLEDW�GDODP�SHUVHOLVLKDQ�KDN�

DWDV�WDQDK� 

 

B. Mengetahui penyebab sertifikat ganda dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 629/Pdt.G/PN Sby. 

Pembuktian dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda merupakan 

hal yang tidak mudah dikarenakan terdapat hambatan-hambatan dalam menelisik 

kebenaran dari fakta hukum. Beberapa hambatan diantaranya yakni : 

a) Ketidaktelitian Badan Pertanahan Nasional dalam Menerbitkan Sertifikat 

Tanah  

.HVDNVLDQ� 6DNVL�$KOL�68<$172��GDUL�%31�.DQZLO�3URSLQVL� -DWLP��

\DQJ� GLVDPSDLNDQ� GDODP� SHUVLGDQJDQ� NDVXV� WHUVHEXW� WHODK� GLNDWDNDQ�

EDKZDVDQQ\D�GL�NDQWRU�%DGDQ�3HUWDQDKDQ�1DVLRQDO��%31��XQWXN�SHQGDIWDUDQ�

WDQDK�WHUGDSDW�����WLJD���EXDK�SHWD�\DLWX�3HWD�$VOL��3HWD�3HQGDIWDUDQ�GDQ�3HWD�

.HUMD��3HWD�$VOL�DGDODK�3HWD�NRQGLVL�SDGD�VDDW�GLEXDWQ\D�SHWD�WHUVHEXW��EDKZD�

SHWD�SHQGDIWDUDQ�DGDODK�SHWD�XQWXN�PHQGDIWDUNDQ�KDN�KDN�\DQJ�GLGDIWDUNDQ�GDQ�

GL�GDODPQ\D�DGD�SHWD�ELGDQJ�\DLWX�NXWLSDQ�GDUL�SHWD�SHQGDIWDUDQ��GDQ�SHWD�NHUMD�

DGDODK�SHWD�XQWXN�PHQJHUMDNDQ�KDVLO�SHQJXNXUDQ�� 

%DKZD� XQWXN� PHQJHFHN� GL� DWDV� REMHN� DGD� KDNQ\D� GDQ� WHODK� WHUELW�

VHUWLILNDW� KDQ\D� GLNODULILNDVL� GHQJDQ� SHWD� SHQGDIWDUDQ�� .DVXV� SHQJJDQGDDQ�

VHUWLILNDW�LQL��GLSHWDNDQ�SDGD�SHWD�\DQJ�ODLQ�VHKLQJJD�ELVD�PXQFXO�\DQJ�JDQGD��

'DVDU�WHUELWQ\D�VHUWLILNDW�DGDODK�PHQJJXQDNDQ�%HULWD�DFDUD�KDVLO�SHQJXNXUDQ�
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\DQJ�EHULWD�DFDUD�WHUVHEXW�GLEXDW�PHQJJXQDNDQ�DNWD�\DQJ�GLEXDW�ROHK�33$7��

+DO� LQL� PHQXQMXNNDQ� GLPDQD� %31� VHEDJDL� OHPEDJD� \DQJ� PHPLOLNL�

NHZHQDQJDQ� GDODP� PHQ\HUWLILNDWNDQ� WDQDK� GL� QHJDUD� 5HSXEOLN� ,QGRQHVLD�

PDVLK�EHOXP�WHOLWL�GDODP�PHPHULNVD�NHDEVDKDQ�DVDO�XVXO�SHQHUELWDQ�VHUWLILNDW�

WDQDK�NHSDGD�\DQJ�EHUKDN��3HQWLQJQ\D�PHQHUDSNDQ�VWDQGDU�SURVHGXU�\DQJ�NHWDW�

GDQ� ULJLG� GDODP� SHPURVHVDQ� VHUWLILNDW� GDODP� PHQHOXVXU� NHEHQDUDQ� PDWHULLO�

SHPLOLN� WDQDK� \DQJ� DVOL� PDVLK� PHQMDGL� SHNHUMDDQ� \DQJ� EHVDU� ZDNWX� LWX��

GLVDPSLQJ� %31� VHQGLUL� MXJD� PHQHWDSNDQ� GDVDU� SHQ\HUWLILNDWDQ� WDQDK�

PHOLEDWNDQ�33$7�GLPDQD�33$7�MXJD�PHPLOLNL�SHUDQ�VHEDJDL�SHQ\DULQJ�DZDO�

NHSHPLOLNDQ�WDQDK�\DQJ�VDK� 

BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran tanah 

memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi masalah 

sertifikat ganda ini. Sertifikat adalah suatu alat bukti yang kuat atas suatu 

bidang tanah yang kuat, karena memuat data yuridis maupun fisik yang 

tertuang di dalamnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa selama sertifikat 

tersebut diakui eksistensinya, maka sertifikat tersebut harus dianggap sebagai 

alat bukti yang sah sehingga harus diakui kebenarannya selama tidak ada yang 

mengajukan/ membuktikan sebaliknya. Jika data tanah tidak dikelola dengan 

baik, sangat mungkin terjadi duplikasi data atau kesalahan dalam pencatatan. 

Hal ini dapat mengakibatkan satu bidang tanah tercatat atas nama dua orang 

atau lebih, sehingga muncul sertifikat ganda.�6istem pendaftaran tanah yang 

belum terintegrasi dengan baik antar instansi atau daerah dapat menyebabkan 

data yang tidak akurat dan tidak up-to-date. 
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Penataan sistem yang masih lemah merupakan salah satu faktor utama 

penyebab timbulnya sertifikat tanah ganda. Guna tujuan mengatasi masalah ini, 

diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, 

lembaga pertanahan, dan seluruh pihak yang terkait. Maka perlunya 

Melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran data pertanahan secara berkala, 

menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mengelola data 

pertanahan, serta mengintegrasikan sistem pendaftaran tanah dengan sistem 

informasi lainnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka berpotensi terjadi 

sertifikat ganda yang dimana akan menimbulkan banyak masalah diantaranya 

sengketa tanah, ketidakpastian hukum pemilik tanah, serta kerugian materiil 

para pihak yang terlibat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, 

perkembangan teknologi, dan informasi tentunya BPN telah menerapkan 

sistem yang semakin baik terlebih dengan penerapan sertifikat tanah elektronik 

yang diharapkan dapat meminimalisir kejadian sertifikat ganda dan tindakan 

sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab untuk menguasai tanah milik 

orang lain secara tidak sah yang merugikan masyarakat. 

b) Tindakan kejahatan pertanah yang telah melibatkan banyak pihak 

Melalui kasus yang terjadi pada perkara 

No.629/Pdt.G/2012/PN.Surabaya yang dilakukan oleh NYONYA 

ROCHADINI, (Janda Almarhum Sabarjoto/disebut juga Sabaryoto) bertempat 

tinggal di Jalan Ketintang Baru VII No. 16 - No. 18 Surabaya, sebagai 

TERGUGAT I, NURTJAHJO, (Nurcahyo) Hari Poernomo (Putra Almarhum 

Sabarjoto/disebut juga Sabaryoto) bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 
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VII No. 16 - No. 18 Surabaya, sebagai  TERGUGAT II, THIE BUTJE 

SUTEDJA, bertempat tinggal di Jalan Samudra No. 16 Kelurahan Bongkaran, 

Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, selanjutnya mohon disebut 

sebagai  TERGUGAT III, NOTARIS/PPAT  KOTA  SURABAYA  

NYONYA  MUTIA  HARYANI,  SH., berkantor di Jalan Jagalan No. 

117 C Surabaya sebagai TERGUGAT IV, NOTARIS/PPAT KOTA 

SURABAYA OLIVIA SHERLINE WIRANTO, SH., bertempat kedudukan 

di Jalan Pasar Kembang No. 26 A Surabaya, sebagai TERGUGAT V, 

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, 

berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Perumahan 

Citra Raya, Sambikerep Lakarsantri Surabaya, sebagai TERGUGAT VI. 

Dideskripsikan dalam menguak kasus kebenaran pentertifikatan tanah ganda in 

telah melalui upaya yang sangat rumit dan melibatkan banyak pihak. Jika 

dicermati lebih lanjutm peristiwa ini kemudian bukan sesuatu yang kebetulan 

dimana proses penyertifikatan tanah harus melalui mekanisme yang cukup 

panjang dan tidak sederhana. Artinya adalah penyertifikatan tanah ganda ini bisa 

disimpulkan memang terorganisir dengan melalui banyak pihak di berbagai 

instansi maupun posisi yang berkepentingan dalam proses penyertifikatan tanah. 

Kejahatan pertanahan merupakan tindakan kejahatan yang kompleks 

dan melibatkan banyak pihak. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu, 

tetapi juga merusak sistem pertanahan dan kepercayaan masyarakat. Praktik 

mafia tanah tidak hanya dilakukan perorangan  tetapi juga secara terstruktur 

dan massif yang bisa dilakukan oleh pegawai di instansi terkait pertanahan 



ϲϭ 
 

seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), Pembeli Tanah, dan Jaringan Kriminal yang terorganisir secara luas. 

Modus operandi yang dilakukan oleh Penjahat pertanahan dilakukan  

dalam kasus tersebut dengan cara memanipulasi akta yang Pejabat Pembuat 

Akta yang dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa  $NWD� 3HUQ\DWDDQ�

3HUVHWXMXDQ�GDQ�3HPEHULDQ�.XDVD�WDQJJDO����$JXVWXV������1RPRU������\DQJ�

GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�1\RQ\D�0XWLD�+DU\DQL��6+�DGDODK�

FDFDW�KXNXP�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�\DQJ�PHQJLNDW�GDQ�EDWDO���GDQ�

$NWD�3HPEDJLDQ�+DN�%HUVDPD�WDQJJDO����0DUHW������PDVLQJ�PDVLQJ�1RPRU�

���GDQ�1RPRU����\DQJ�GLEXDW�ROHK�1RWDULV�33$7�.RWD�6XUDED\D�1\RQ\D�2OLYLD�

6KHUOLQH�:LUDWQR��6+�DGDODK�FDFDW�KXNXP�WLGDN�PHPSXQ\DL�NHNXDWDQ�KXNXP�

\DQJ�PHQJLNDW�GDQ�EDWDO��+DO�LQL�NHPXGLDQ�EHULPSOLNDVL�KXNXP�SHQHUELWDQ�GDQ�

SHQJJDGDDQ� 6+0� 1R�� �����.HOXUDKDQ� -HPXUZRQRVDUL� GDQ� 6+0� 1R��

�����.HOXUDKDQ�-HPXUZRQRVDUL�DWDV�QDPD�7HUJXJDW�,,,�PHUXSDNDQ� SHUEXDWDQ�

PHODZDQ� KXNXP� \DQJ� GLODNXNDQ� ROHK� 3DUD� 7HUJXJDW�� Lalu melakukan 

upaya untuk menguasai tanah secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat III 

yang secara otomatis telah merugikan hak penguasaan tanah Para Penggugat 

dimana Para Penggugat yang seharusnya bisa mengelola dan menguasai tanah 

tersebut tidak bisa karena telah dikuasai oleh Tergugat III. Beberapa hal diatas 

kemudian menjadi kesulitan pengadilan untuk membuka kebenaran atas 

pelanggaran hukum kaitannya dengan tanah dikarenakan kegiatan yang 

dilakukan telah dilakukan secara jejaring melibatkan para pihak yang memiliki 

peran penting, pengetahuan, serta kewenangan dalam menerbitkan sertifikat 
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tanah. Maka perlunya memperbaiki sistem maupun mentalitas para pihak agar 

praktik mafia tanah tersebut tidak semakin parah di kemudian hari. Kejahatan 

pertanahan merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan perlu mendapat 

perhatian serius dari semua pihak. Melalui upaya peningkatan kesadaran 

masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memperbaiki sistem 

pertanahan, diharapkan masalah mafia tanah dapat diatasi. 

c) Harus adanya Langkah hukum yang dilakukan oleh Pihak yang dirugikan 

dalam pembuktian kasus sertifikat ganda 

Munculnya sengketa sertifikat ganda dapat terjadi karena para pihak 

yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah melakukan pengaduan dan 

keberatan sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya penerbitan sertifikat 

ganda pada objek yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Penggugat 

kepada Para Tergugat pada perkara 1R�����3GW�*������31�6XUDED\D� XQWXN�

PHPEXNWLNDQ� SHUEXDWDQ� PHODZDQ� KXNXP� \DQJ� GLODNXNDQ� ROHK� 3DUD�7HUJXJDW�

GDODP� PHQHUELWNDQ� VHUWLILNDW� WDQDK. Meskipun Upaya hukum ini bukan 

merupakan Upaya hukum satu-satunya untuk menyelesaikan kasus sertifikat 

ganda karena WHODK� DGD� 8SD\D� KXNXP� PHODNXNDQ� JXJDWDQ� SHPEDWDODQ�

.HSXWXVDQ�7DWD�8VDKD�1HJDUD�GDODP�SHUNDUD�1R�����*�781������3781�6E\���

\DQJ� VDODK� VDWX� DPDU� DGDODK� ³0HQ\DWDNDQ� EDWDO� 6+0� 1R�� �����.HO��

-HPXUZRQRVDUL�� 6XUDW� 8NXU� WDQJJDO� ��� 0DUHW� �����

1R�����-HPXUZRQRVDUL������GDQ�6+0�1R�������.HO��-HPXUZRQRVDUL��6XUDW�

8NXU�WDQJJDO����0DUHW������1R�����-HPXUZRQRVDUL������PDVLQJ�PDVLQJ�DWDV�

QDPD�7+,(�%87-(�687('-$�  Hal tersebut tentunya sangat merugikan Para 
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Penggugat dimana memang harus membuktikan kebenaran materiil sampai ke 

persidangan yang tentunya tidak hanya memakan biaya, tetapi waktu dan 

energi serta kerumitan kasus yang terjadi. 

Para pihak merasa dirugikan sehingga mengajukan tuntutan terhadap 

adanya setifikat ganda di Pengadilan Negeri. Terkait dengan adanya sertifikat 

ganda dapat pula terjadi karena adanya cacat administrasi yang mengakibatkan 

cacat yuridis pada sertifikat yang muncul dengan nama pemilik yang sama, 

objek yang sama, dan luas tanah yang sama, padahal pemilik tanah asli tidak 

pernah meminta kepada kantor Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat tanah 

yang baru. 

Sertifikat hak atas tanah juga memiliki sifat individual dan final, 

dimana tidak ditujukan untuk masyarakat umum, melainkan hanya 

diperuntukkan untuk mereka yang tercantum dalam sertifikat tersebut serta 

tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Dipandang dari akibat yang 

ditimbulkan maka tindakan pemerintah dalam rangka pemberian sertifikat hak 

atas tanah memilik tujuan menimbulkan keadaan hukum baru  sehingga lahir 

pula hak dan kewajiban hukum baru terhadap orang atau badan hukum tertentu 

yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah. Sertifikat merupakan surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 

dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Apabila dalam kurun waktu 5 

(Lima) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional, tidak ada keberatan secara tertulis atas pemegang sertifikat itu, maka 

sertifikat tersebut akan menjadi bukti sempurna, sesuai dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) 

dan ayat (2). 

Sertifikat Hak Milik merupakan sertifikat yang diberikan untuk Hak 

Milik. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalah hak turun-menurun, 

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat 

ketentuan dalam Pasal 6. Sertifikat hak Miliki mempunyai fungsi sebagai alat 

bukti bahwa si pemegang hak atau nama yang disebut dalam Sertifikat Hak 

Milik, adalah pribadi yang berhak atas tanah objek hak atas tanah. Sertifikat 

Hak Milik merupakan bukti hak atas tanah yang paling kuat. Dalam arti, bahwa 

selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidak-benarannya, maka 

keterangan yang ada dalam sertifikat tanah haruslah dianggap benar, dengan 

tidak perlu alat bukti tambahan. Sedangkan alat bukti lain, seperti misalnya, 

saksi-saksi, akta jual-beli dan surat± surat keterangan pejabat, hanya dianggap 

sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Pasal 32 ayat (1) dan (2) menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan 

bukti yang mutlak, karena masih memungkinkan untuk dinyatakan batal atau 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum melalui putusan pengadilan. 

Pihak bersengketa yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan 

gugatan ke pengadilan untuk meminta putusan menyatakan suatu sertifikat hak 

atas tanah tertentu tidak lagi memiliki kekuatan hukum. 

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah menyebut istilah itikad baik dalam hubungannya dengan 
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penguasaan fisik atas tanah (Pasal 24) dan pemegang sertifikat hak atas tanah 

�3DVDO� ����� 3DVDO� ��� D\DW� ���� KXUXI� D� PHQ\DWDNDQ�� ³SHQJXDVDDQ� DWDV� WDQDK�

tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang 

bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian 

RUDQJ�\DQJ�GDSDW�GLSHUFD\D´��VHGDQJNDQ�3DVDO����D\DW�����PHQ\HEXW��³'DODP�

hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama 

orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik 

dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak 

atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor 

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 

3HQJDGLODQ�PHQJHQDL�SHQJXDVDDQ�WDQDK�DWDX�SHQHUELWDQ�VHUWLILNDW�WHUVHEXW´. 

Menurut aturan hukum yang berlaku, dalam penerbitan suatu sertifikat 

hak atas tanah merupakan bentuk produk peran serta dari instansi Tata Usaha 

Negara yaitu Badan Pertanahan Nasonal serta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 

instansi lainnya yang berperan serta menerbitkan surat-surat keterangan hak 

Pembuktian sertifikat hak milik atas tanah harus melibatkan BPN dengan 

menempatkan tanda tangan pihak BPN ke dalam sertifikat sebagai bentuk 

produk BPN yang sah. Kekuatan pembuktian dapat berupa pembuktian materiil 

dan formil. Dalam kekuatan pembuktian materiil, data-data yang terterang 

dianggap benar selama tercantum dalam sertifikat sesuai dengan 

peruntukannya. Sedangkan dalam kekuatan pembuktian formil, BPN 
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menerangkan bahwa data yang tertuang di dalam sertifikat adalah tanda tangan 

resmi dari BPN sehingga menyatakan bahwa yang tersurat pada sertifikat 

adalah data kepemilikan yang sah. Sekalipun sertifikat atas tanah mempunyai 

fungsi utama sebagai alat bukti, namun sertifikat bukanlah satu-satunya alat 

bukti kepemilikan. Hak terhadap bidang atas tanah dapat dibuktikan dengan 

berbagai macam alat pembuktian, seperti halnya dengan keterangan para saksi, 

akta sah dari notaris maupun PPAT, surat oleh badan/pejabat berwenang, dan 

lain sebagainya. Dokumen tersebut dapat dijadikan bukti yang menguatkan 

sertifikat apabila terdapat pihak yang menggugat keabsahan sertifikat tersebut. 

Hal yang membedakan eksistensi suatu sertifikat hak milik dengan alat bukti 

lainnya adalah adanya pengaturan secara tersurat oleh undang-undang yang 

mengatur dan menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti yang terkuat 

berdasarkan Pasal 33 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. Hal ini menunjukkan 

selama eksistensi sertifikat tidak terbantahkan kebenarannya, maka sertifikat 

tersebut harus selalu diutamakan kebenarannya sebagai alat bukti sah. Berbeda 

ketika dikemudian hari hakim diberi pembuktian dengan alat bukti lain seperti 

perjanjian dan saksi-saksi, ataupun kwitansi, maka yang mendalilkan harus 

membuktikan dengan menambah bukti lain agar memang menunjukkan bahwa 

orang tersebut adalah benar-benar yang berhak. 

Sekalipun sertifikat atas tanah mempunyai fungsi utama sebagai alat 

bukti, namun sertifikat bukanlah satu-satunya alat bukti kepemilikan. Hak 

terhadap bidang atas tanah dapat dibuktikan dengan berbagai macam alat 

pembuktian, seperti halnya dengan keterangan para saksi, akta sah dari notaris 
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maupun PPAT, surat oleh badan/pejabat berwenang, dan lain sebagainya. 

Dokumen tersebut dapat dijadikan bukti yang menguatkan sertifikat apabila 

terdapat pihak yang menggugat keabsahan sertifikat tersebut. Hal yang 

membedakan eksistensi suatu sertifikat hak milik dengan alat bukti lainnya 

adalah adanya pengaturan secara tersurat oleh Undang-Undang yang mengatur 

dan menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti yang terkuat berdasarkan Pasal 

33 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. Hal ini menunjukkan selama eksistensi 

sertifikat tidak terbantahkan kebenarannya, maka sertifikat tersebut harus 

selalu diutamakan kebenarannya sebagai alat bukti sah. Berbeda ketika 

dikemudian hari hakim diberi pembuktian dengan alat bukti lain seperti 

perjanjian dan saksi-saksi, ataupun kwitansi, maka yang mendalilkan harus 

membuktikan dengan menambah bukti lain agar memang menunjukkan bahwa 

orang tersebut adalah benar-benar yang berhak. 

Sertifikat hak atas memberikan kekuatan pembuktian bagi pemilik 

tanah yang namanya tercantum dalam sertpikat, kecuali adanya cacat data fisik, 

maka, kekuatan hukum adanya sertifikat akan menjadi hilang. Dengan adanya 

cacat data fisik tersebut, sehingga dapat menimbulkan adanya penerbitan 

sertifikat ganda dan hal ini sering terjadi pada sertifikat yang tidak dipetakan 

di dalam peta pendaftaran tanah oleh perangkat desa/kelurahan maupun oleh 

Kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah. 

Kehadiran sertifikat ganda dalam konteks kepemilikan tanah membawa 

konsekuensi serius yang menciptakan berbagai masalah hukum yang 

kompleks. Perselisihan antara pemegang sertifikat menjadi salah satu masalah 
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utama yang timbul akibat keberadaan sertifikat ganda tersebut. Kasus di mana 

terdapat sertifikat ganda untuk satu hak milik tanah, muncul pertanyaan krusial 

tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak sah atas tanah tersebut. Setiap 

pemegang sertifikat akan merasa memiliki klaim yang sah atas tanah, yang 

dapat menyebabkan perselisihan hukum yang rumit dan sulit diselesaikan. 

Berkaitan dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah sertifikat 

ganda bukanlah hal yang sederhana dan seringkali melibatkan berbagai faktor 

yang saling terkait. Kesalahan administrasi, penipuan, dan ketidakjelasan 

kepemilikan tanah semuanya dapat menjadi pemicu terbitnya sertifikat ganda 

yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konflik di masyarakat. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif 

dan terkoordinasi. Perbaikan dalam sistem administrasi pertanahan, 

peningkatan pengawasan, dan penguatan penegakan hukum adalah langkah-

langkah yang penting untuk mencegah terbitnya sertifikat ganda di masa depan. 

Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam proses pendaftaran tanah serta meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya menjaga integritas dan keamanan dokumen-dokumen 

pertanahan juga sangat diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian perkara sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Negeri 

Surabaya dilakukan melalui proses litigasi melalui pengajuan 

gugatan ke Pengadilan Umum  dengan pembuktian melalui ke 

abSAHan sertipikat yang dimiliki para pihak serta kesaksian dan 
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pengakuan para pihak yang terkait sehingga lahirnya Putusan 

Nomor 629/Pdt.G/2012/PN Sby. Kemudian untuk membatalkan 

suatu keputusan maka dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan 

7DWD� 8VDKD� 1HJDUD� VHKLQJJD� PXQFXODK� ³DPDU� JXJDWDQ´� \DQJ�

memerintahkan Badan Pertanahan Negara untuk mematikan dan 

mencoret Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1756 dan 

Sertipikat Hak Milik Nomor 1758 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapai dalam penyelesaian sengketa 

sertifikat ganda dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

629/Pdt.G/2012/PN Sby yaitu dikarenakan adanya 3 (tiga) hal yakni 

(1) Ketidaktelitian Badan Pertanahan Nasional dalam Menerbitkan 

Sertifikat Tanah yang EHUDNLEDW�SHQFDWDWDQ�SHQGDIWDUDQ�WDQDK�EHOXP�

FXNXS� EDLN� VHKLQJJD� GDSDW� GLPDQIDDWNDQ� ROHK� SLKDN�SLKDN� \DQJ�

WLGDN� EHUWDQJJXQJMDZDE� GDODP� PHQHUELWNDQ� VHUWLILNDW� JDQGD�� (2) 

Tindakan Kejahatan pertanahan yang telah melibatkan banyak pihak 

dimana Pihak-pihak yang tidak bermoral khususnya yang memiliki 

akses dan kewenangan dapat dengan sengaja melakukan manipulasi 

untuk memperoleh sertifikat tanah yang tidak sah serta digunakan 

menguntungkan kalangan tertentu, juga kurangnya ketidaktahuan 

masyarakat. (3) Harus adanya Langkah hukum yang dilakukan oleh 

Pihak yang dirugikan dalam pembuktian kasus sertifikat ganda mana 

yang benar dan mana yang salah yakni melalui gugatan pengadilan 
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dimana mekanisme dan alurnya tidak sederhana dan cukup rumit 

serta membutuhkan biaya, waktu, dan energi yang cukup banyak. 

 

B. Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian yang dilakukan agar 

meminimalisir praktik sertifikat ganda diantaranya : 

1. Dibutuhkan Perbaikan Sistem Administrasi Pertanahan oleh Badan 

Pertanahan Negara juga perlu adanya sosialisasi ke masyarakat agar 

masyarakat lebih paham. Diperlukan reformasi dalam sistem 

database pada Badan Pertanahan Negara untuk mengurangi 

sengketa yang dapat menyebabkan terbitnya sertifikat ganda.  Setiap 

proses pelepasan hak  dalam pendaftaran tanah sebaiknya dari Badan 

Pertanahan Negara memastikan kebenarannya dengan menghubungi 

salah satu pihak terkait agar pihak-pihak yang ada hubungan dengan 

tanah tersebut dapat mempertahankan haknya. 

2. Perlu adanya Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Badan 

Pertanahan Negara perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses 

pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat untuk mencegah 

terjadinya sertifikat ganda, dengan melihat riwayat dari tanah 

tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan 

terhadap pelaku-pelaku penipuan atau manipulasi dalam pengurusan 

sertifikat tanah. 
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